
DRAI' NASKAII AKADEMIK RAPERDA KOTA SURABAYA
TENTANG PENATAAN PERUMAIIAN KUMUII/PEMUKIMAIY KUMUH

BAB I
PENDAEULUAN

A. Lrtar BelakaDg

Pemukimatr kumuh merupakan salah satu masalah yarg dihadapi semua kota besar di
lndolesia termasuk Surabaya. Tumbu]rnya permukimal kumuh adalah akibat dari ledakan

penduduk di kota-kota besar, baik karena urbanisasi maupun karena kelahiran yang tidak
terkendali. Lebih lanjut, hal ini mengakiba&an ketidakseimbangan antara pertambahan

penduduk dengan kemampual pemerintah untuk menyediakan permukiman-permukimaD baru.

Pertambahan penduduk belum diikuti oleir ketersedian pemrukinran yaag layak, sehingga para
pendatang altar mencaii altematif tinggal di pemukiman seadaoya (kumuh) untuk
memperta.hankan kehidupannya di Surabaya.

Oleh kama itu penyebab munculnya perkampungar kumuh di kota Surabaya, meliputil
Mobilitas Penduduk, pertunbuhan penduduk, urbanisasi, tata-kelola pemerintahan

(Governance). Di samping ihl permukiman kumuh dipicu oleh Masyarakar Berpenghasilan
Rendah (MBR). Pemukiman kumuh berkaitan dengan kondisi fisiknya, sosial ekonomi budaya

komuoitas yang bermukim dipermukiman tersebut tampak kondisi fisik yang tampak pada

kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak
berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase ridak berlungsi serta sampah belum
dikelola ciengan baik. Adapuq konCisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan

permukiman kumuh antala lain mencakup tingkat pendapatan rendah, noma sosial yang

longgar, budaya kemiskinan yang mewamai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap
dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang

buruk, sumber pencemamn, sumber penyebaran penyakit dan peilaku menyimparg, lang
berdampak pada kehidupaa seha -hari. Oleh kaiena itu kawasan permukirnan kumuh dianggap

sebagai penyakil kota yang harus diarasi.

Teibentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai s/,nr area. Daerah ini
sedng dipandang potensial menimbulkan banyak masalah petkotaan, karena dapat merupakan

sumber timbuln),a berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahalan, dan sumber pen_vakit sosial
lainnya

Secara umum permasalahan yang sering tedadi di daerai permukiman kumuh aCalah:

ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standard untuk bangunan layak huni,
perumahan yang berhimpitan satu sama lain membuat \vilayah pcrmukiman rarvan akan bahaya
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kebakaran, samra jalan yang sempit dan tidak memadai, ridak tersediarya jaringaa drainase,
kuranguya suplai air bersi[ jaringan listik yang semrawut, dao fasilitas MCK yang tidak
memadai,

Dampak munculnya pqkaropungaD kumuh d.i teogah mehputi: kesehatan
masyamkat miskir telg6rt* liagkuagan menjadi tempat pembuangan sampah, terbatas[ya
sarana air bersil, memrnrnnya kualitas air sungai, perilaku menyimpalg masyardkat miskin

Pemerintah Kota Surabala telah melahrkan berbagai langkab uttul< mengatur daD
mempetbarui permukiman kumuh, antara lain dengan hogram Rehabilitasi Sosial Daerah
Kumuh (RSDK). pola pelaksanaan progmm diawali pembimbingan dan pendampingan oleh
dinas sosial baik secam teknis maupun administrasi. Be6amaan dengan itu dilakukan persiapan
dan pembinaan terhadap lembaga yang dibenruk oleh masyarakat yaitu unit pembinaan
Keluarga Miskin (UPKM). selanjutnya UpKM yang menjalaakan program secara mandiri dan
berkelanjutan daiam membina keiuarga miskin.

Sejak tahun 20ll sampai dengan 2014 pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan
perbaikan sebanyak 1452 rumalf sedangkan tahun 2015 diprogramkan sebanyak 247 nunah.
Dergan demikian total rumah yang diperbaiki sampai dengan talun 201 5 sebanyak 1699 rumah..

Pada tahun 2015 pemerintah kota surabaya teiah menetapkan kawasan prioritas
peningkatan kualitas perumahanan daa permukiman di Kota Surabaya sebagai beikut :

Tabel L Jumlah Daftar penerima Manfaat perbaikan Rumah program RSDK
No Tahun Jumlah Keluarga
I 20IL 365
2 2012 405
3 2013 100
4 20t4 582
) 2015 247

Jumlah 1699
Sumber : Dinsos (diolah)

Tabel 2. Kawasa:r Prioritas peningkatan Kualitas perumahanan dan permukiman Kumuh
No Pdoritas Jun ah kelurahan Jumlah kecamatan

1 I 9 5

2 II 7 7
3 III 10 8

Jumoer : t.cr-nplran Keputusan Walikota Surabava nomor 1 88.45 I I 43 I 436.1.2/2U 5
(diolah)
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Berdasarkan d^l^ tabel2 tersebut dialas dapat dijelaskan ada 20 (dua puluh) kelumhan

yang masuk pada kategod perlu peningkatan kualitas sebarannya ada di 20 (dua puluh)

keca.matan.

B. Identi6kasi Masalah

Identitrkasi permasalahan kawasao perumahan kumuh/pemrukiman kumuh secam

eksplisit telah meniDgkatkan kompteksitas pemasalahan Kota Surabaya diantaEnya meliputi :

l. Pefimbuhan kepadataD peoduduk yatrg makin tiDggi dapat menyebabkan kotrdisi fisik yaDg

semakin menurun, sedangkan masyarakat belum mampu untuk mempelbaiki kualiras

tingkungan bila tedadi kerusakan

2. Status lahan yang digunakan bangunan perumahan kumuVpermukiman kumuh biasanya

merupakan lahan Pemedntah Kota Surabaya, Pengairan atau BUMN yang bisa

riipergunakan yang ieoih bermanfaat.

3. Keadaan sosial ekonomi yang retatif rendah diduga merupakan penyebab timbulnya

berbagai macanr penyakit sosial yarg berkembang di masyarakat'

4. Rendalrnya pengawasan dEri aparat pemerintah dalam hal menangani lingkungan perumahan

kumuL/permukiman kumuh yang sesuai dengan kondisi dan perubahan kota

Kajian hukum perundang-undangan atau kajian terhadap suatu pengatuan menyangkut

dua isu pokok, yaitu penomaEn materi muatan dan prosedur pemb€nt'Jkan, kajian iFj fokus pada

upaya pen),usunan naskah akademik rancangan peraturan daerah, oleh karena itu berada pada isu

penomEan maten mualan atau perumusan mated muatao sebagai suatu aturan yang mengandung

noma hukr.t.rfl. Isu perumusan aluran melingkupi landasan' asas-asas dalam Pengaturan, batas_

batas kewenangan pengaturan, ruang lingkup matei muatan pengaturan

Dikaitkan dengan pengaturan penataan perumahan kumr.rh,/pemukiman kumuh pada Kota

Surabaya, maka kajian ini didasarkan pada penanyaan-Pertanyaan sebagai berikuti

l lpakah yaag menjadi landasan Pengaturan penataan perumahan kumuh/permukiman

kumul?

2 Apakah yang menjadi asas-asas dalam pengaturan penataan perrmahan kumuVpermukiman

kumuh?

3 Bagaimanal<ah batas-batas kewenangan Kota Surabaya dalan penata'n perumahan

kumuly'pemukiman kumuh?

4 Bagaimanakah ruang lingkup mated muatan penataan perumahan kumuh/permukiman

kumuh?
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C. Tujuan, Kegunaan Dan Ruang Lingkup
1. Tujuan

Tujuan kajian ini a<lalah untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang diharapkan
dapat menjadi landasan penataan perumahan kumuh,/pernukiman Lrltruh di Kota surabay4
untr:k mewujudkan Kota Surabaya sebagai kota yang bersih dan nyaman untuk dihuni.
a. Merumuskan l2ndas.h itmiah pen),usunan ralcangao peraturan Dae.ah Kota Sumbava

tentary peDataan perumahan kumuh/permukiman kumuh.
b. Merumuskan amh dan cakupau ruang lingkup materi bagi penyusunan peratunn Daerah

Kota Suabaya tetrtang penataan perumahan kuEul,/permukiEan kumuh.

2. Kegulaan

KegunaaD dari penataan perumalan kumuh/pemukiman kumuh ini yaitu :

a.9asil icajian hukr,m irri diharapka-n berguna sebagai inasukan bagi pembuat rancangan
Peratuan Daerah Kota Sumbaya tentang penataan perumahan kumuVpermukiman kumuh.

b. Hasil kajian hukum ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
penyusrurzm Peraturao Daerah Kota Surabaya tentang penataan perumahan
kumuh/permukiman kumul.

Manfaat yang diharapkan dari kajian akademik penataan peruumahan kumuh dan
permukiman kumuh di Kota Surabaya ini adalah menjadi masuka-n didalam menentukan
ketrijakan perkofaaa, terutama dalam raitgka mengatasi masalah penalgaaan perumahan
kumutr/permukiman krmuh.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup pekedaan dari kajian penataan perumahan kumuh/permukiman kumuh
di Kota Surabaya adalah berkaitan dengan penaban perumahan kumuh,/permukiman kumuh.
1. Mengidentifikasi secara terstruktur munculnya perumahan kumuVpermukiman kumuh di

kota surabaya, kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta upaya penangaan yang pernal
dilakukan.

2. ir4engidentifikasi tentang pengenian penaiaan pemmahan kumr.ri./permukiman kumuh,
serta kawasan-kawasan yang dikategorikan penataa.,r k,rmuh.

3. Survei dilal:ukan uohrk memperoleh data primer dan sekunder tentang lingkungan kawasan
perumalan kumuh,/permukiman kumuh di Kota surabaya.

Adapun Konsep-konsep pokok yang digunaka.n dalam kajian ini adalah konsep
penataan perumahan kumuh,/permukiman kumuh dan rancangal peraturan daerah, yang akan
diurai dalam ururan sebagai berikut.
L Pentingnya penataan peruDahan kumulrpermukiman kumuh
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Koruep penataao perumaian kumul,/pemukiman kumuh

Konsep peraturan daerah

Koasep naskah akademik

4. Konsep Peraturan Daerah

Memuut Pasal I ugka 7 UU P3, Peraturatr Daerah adalah PemturaD Peruodatrg-

rmdangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan pen€tujuan bemama

kepala daerah. Peratuan Daerah merupakan salah satu jenis dalam hierarki Pemtumn

Perundang-undangan, yang beracla pada posisi paling bawah @asal 7 ayat (l) huruf e UU P3).

Peratua! Daerah sebagaimana dimakzud pada ayat (l) hunf e meliputi: a. Peraturan

Daerah provinsi dibuat oleh dewan pertakilan rakyat daemh provinsi bersama dengan

gubemur; b. Peraturan Daeiah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah

kabupalen/koia bersama bupari,/waiikota; dan c. Peraurar Desa/pemturarr yang selingkai,

dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengaD kepala desa atau nama

lainnya.

Peraturan Daerah yang dimaksud dalam kajian ini adalah Peraturan Daerah

Kabupaten/Kot4 yaitu pemturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD

kabupateD4(ota dengan pe$etujuan bersama bupati/Walikota

Pasal I Angka 2 UU P3 menentukan Peraturan Perundarg-undangan adalah peraturan

tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang darr mengikat secara

umum. Dengan demikian dalam pengertian Peraturan Daeralt Kabupaten terdapat unsur-

utlsl[:

l. Bentuknya berupa peraturan tertulis

2. Pembentuknya adalah DPRD kabupaten/Kota dengan persetujuan be$ama bupati/Walikota

3. Kekuatan mengikat adalah mengikat secara urnum.

Mengikat secara umum merupakan konsekuensi logis dari karakter norma hukum yang

termuat dalam peraluran terfulis tersebut, yaitu norma hukum yang umum-abstrak, atau

sekurang-kurangnya norma hukum yang umum-konkret.10 Norma umum-abstrak adalah

norma yang ditujukar kepada orang tidak tertent.r dan objek yang dialur berupa fakta iidak

tertentu. Norma umum-konkret adalah norma yang ditujukan kepada orang tidak tertentu dan

objek yang diatur berupa fakta tertentu.

Berdasarkan pemahamar tersebut, penltsunan konsep awal Raperda tentang penataan

perumaha.n kumu},/permukiman kumuh sebagai salah satu keluaran dari kajian akademik ini

diarahkan pada karaLter noma hukum tercebut di atas.

)

3.
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5. Konsep Naskah Akademik
Pasal I angka 7 Perpres nomor 68 Tahun 2005 menertukan Naskah Akademik adalah

naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secaia ilmiah rnengenai kons€psi yang berisi latar
belakang, tujuao pen,.usunar, sasaran yang ingin dirr.rjudkan dan lingkup, jangkauaD, objek,
afau amh pengaturan Ratrcangan Unda-ng-Undang.

Pasal I angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh_
01.PP.01.01 Tahun 2008 menennrkan Penruuoan Naskah Akademik adalah pembuatan

Naskah Atademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum dan penelitian
laimya secam cennat, komprcherci{, dan sistematis.

lsi Naskah Akademik diteDtukan dalam pasal 3 ayat (l) peraturan Menteri HDkum dan
Hak Asasi Manusia te$ebu1 memuat dasar filosofis, Fridis, sosiologis, pokok dan lingkup
materi yatrg akan diatur, serta koDsep awal Ra-ncangan peratulan

6, Metode Penelitian

Menggunakaa metode penelitial hukum (legal research), dalam artiar menggunakan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukrmg bahan hukum informadf
Balan-bahan hukum ini dianalisis secara herme[eutika hukum.

a. Pendekatan

Perdekatan yang digrmakan untuk menjavrab isu hukum daiam kajian ini adalah
pendekabn perundan g-]urrdimgalr (statutory apyoach), pendekatan kollseptnal (conceptual
approach), pendekatan histois (historicai approach), pendekatan filsafat Qfiilosophtcol
approach).

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilak*an dengan be.ranjak pada
pandangan dan doktrin yang berkembang betkenaan dengan penataan perumahan
kumutr,/permukiman kumuh. Pendekatan histo s (lIstorjcal approach) beranjak pada
sejarah perkembangan, khususnya penataan perumahan kumuh/permukiman kurnuh..

b. Sumber dan Metode Pengurnpulan Bahan

Sumber Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum p mer dan bahan
hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segaia dokumen resmi yang memuat
ketentuan hukum. Peraturan perundang-undaagan yang terkait dengan penataan perumahan
kumuh./pemukiman kumuh antam lain Undang-Undang Nomor I Tahun 20ll tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20l l tentang
Rumah Sustm, Pemhran Menteri Perumahan RaLTak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2003 tentang Pedanaan Bantuan Stimulan peningkatan Kualitas perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dan Perahrran Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan

Penanggulangan Kemiskinan serta peraturan perundang-undangan Iainnya.
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Bahan hukum sekundei adatah bahan hukum yang memb€rikan penjelasan terhadaP

bahan hukum pdmer seperti hasil p€nelitian atau karya tulis para ahli berkenaan dengaa

pengatuim penataao perunahan kumuh,/p€mukiman kumu[ yang memiliki relevansi

dengan penelitian ini.

Behan hukum infomatif berupa informasi dari lembaga atau Pejabat, baik dari

lingkungan PemeriDtah Daerah Kota Surabaya maupun para pihak yang membidangi

penalaan perumahan kumut/pemukiman kumuh Bahan ini digunakan sebagai pcnunjang

dan uutuk mengkonfrmasi data pdmer dan sekuoder.

Untuk b.han hukum primq dan bahan hukum sekunder dilaLukan studi

dokumenterdankepustakaan.Untukbahanhukuninformatifdilalcukanstudilapangan

bersaranakan FGD (Focu,t Group Discllssion), \Eawancara' mendengar pendapat

narasumber atau para ahli.

Uuuk mempeiajari padneter-paranerei di'i suatu lingkrirrgan F'etmukiman

sebagai faktor-faktor penentu dalam upaya penanganan lingkuogan perumahan

kumuh/permukiman kumuh yang menjadi tujuaa studi serta melakul(ar tinjauan telhadap

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkajtan dengan penataan perumahan

kumuh/permukiman kumu}

c. Metode Analisis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara

hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum:

a. berdasarkan pemaharDan tata bahasa (gramatikal), yaitu berdasarkan makna kata dalam

konteks kalimatnya;

b. dipahasf datam konteks latar belakang sejarah pembentukarnya (historikal) dan dalam

kaitan dengan tujuan yarg mau di*ujudkannya (teleologikal) yang menentukan isi

aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); serta

c. dipahami dalam konsteks hubungannya dengan atuan hukum vang lainnya

(sistematikal) dan secaJa kontekshral merujuk pada faktor-faltor kenyataan

kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (sosiologikal) dengan mengacu pandangan

hirtup, nilai-nilai kultural dan kelnanusraan yang fundamendal (filosofikal) dalam

proyeksi ke masa depa-n (futurological)

Interpretasi secara hermeneutikal tiada lain adalah hermeneutika hukum, sebagaimana

drkemukakan Gregory Leyh, bahwa tugas hemeneutika hukum adalah menemPatkan perdebatan

kontemporer melgenai interpret si hukum dalam kelangka interPretasi yang Iebih luas Makna

"dalam keraogka interPretasi yang lebih luas" adalah hermeneutika, sebagaimana diungkapkan'

upaya meogkontekstualisasikan teori bukum dengan cara seperti ini mengisyaratakan bahwa

hemeneutika mengandung manfaat te entu bagi lrrisprudensi (ilrnu hukum) Jadi, hrgas
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heimoneutika hukua adalah meDempatkan perdebatatr kotrtemporcr mengenai iDterpretasi

hukuo dalam kerangka hermoneutika Unhrk mendapatkan penahaman secara utuh dipedukan

pros€s pemahaman yang bedangsung dalam suatu gerakan bolak-balik altara bagiao dan

keseluruhan, Proses pemabamao iDi disebut lingkaran hermeneutis, yaitu bagian haoya dapat

dipahami dalam koNteks pemahaman terhadap keseluruhan, yang mengandaikan pemahaman

terhadap bagian-bagian. Demikianlah, untuk dapat memaharni dengan baik sebuah teks, maka:

a. Tedebih dahulu harus memahami keseluruhan teks untuk dapat menginterpretasi dengan

baik tiap kalimat yang mewujudkan keseluuhan teks tersebut; dan

b. Untuk dapat memahami keseluruhan teks maka terlebih dahulu tiap ka.limat harus

diinterpretasi dengan baik.

Interpretasi hukum secara hermeneutika dalam kajian ini beranjak dari linglaran

hermeneutis tersebut, yaitu memahami suatu pemtura[ perundang-undangan secara keseluruhao

untuk dapat menginterpretasi dengan baik tiap norma hukum yaDg mewujudkan p€mhxan

perundang-undangan tersebut dan untuk dapat memahami suatu peratEan perundang-undangan

secara keseluruhan maka terlebih dahulu tiap norma hukum harus dii[terprelasi dengan baik.

Pentingnya pendekatan hermeneutika dalam ilmu hukum, karena interpretasi lerhadap

hukum selalu berhuburgaD dengan isinya. Setiap aturan hukum mempunyai dua segi yaitu yang

tersurat yang merupakan brmyi teks hukum dan yang tersirat yang merupaka.n gagasan yang ada

di belakang aturan hukum. Karcnanyq Ciperlukan ketepatan pemahamaJ, (subtilitas ihtellegendr,

ketepatan penafsiran (subtilitas explicandi), dan ketepatan penerapan (subtilitas applicondi).

Penafsiran bukan tindakan tambahan yang secara berkala dilakukan sebelum p€mahaman,

tetapi pemahaman selalu sebuah penafsiran, dan karena itu penafsiran adalah bentuk eksplisit

dad pemahaman. Berikutnya adalah penerapan, yaitu penempan terhadap teks untuk dipahami

oleh situasi penafsir sekarang, yang merupakan bagian integal dari tindakan hermeneutika

sebagaimana pemahaman dan penafsiran. Dalam kajiar ini tindakan yang dilakukan adalah

memahami teks atau aturan hukum berkenaan dengan pajak daerah, khususnya Reiribusi

Terminal, melalui menafsirkan, dan menerapkarnya dalan bentuk Konsep Awal Rancangrur

Peraturan Daerah tentang penataan perumahan kumuh-/permukiman kumuh.

Data yang diperoleh dari hasil studi literatur lapangM dan observasi instansional setelah

diidentifikasi kemudian dianalisis sesuai deDgan parameter yang telah ditentukan. Merode yang

digrmakan adalalr Metode AHP (AnaLisis Hirarki Proses), untuk menentukan pembobotan d,!n

prioritas dari setiap kawasan perumahan kumuh/pemukiman kumuh.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRJS

,d Pengertian Perumahan dan PermukiBan

Rumah adalah bangu.nao yang berfirngsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana

pembinaan keluarg4 sedangkan p€ngertian perumahan merupakan kelompok rumah yang

berfiDgsi sebagai linghrngan tempat tinggal atau litrgkungan hunian yang dilengkapi dengan

prasarana dan sarana lingkuogan.

Adapun hal terkait laimya dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di

luar kawasan linduog, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi

sebagai lingkungan tempal tinggal atau lingkungaD hunian dan tempat kegiatan yang mendulung

perikehidupan dan penghidupan. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan

iing},urrgal perrnukimannya, maka terlihat bahwa kualitas sumber <iaya rnanusia t masa yang

akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dal permukiman dimana masyarakat

tinggal meDempatilya.

Kajian teoritis tentang perumahan kumuh dan permukiman4runian kumuh meliputi 3

(tiga) hal yaitu aspek lokasi, aspek bangunan dan aspek ekonomi :

l Aspek lokasi.

Melihat kondisi permukiman kum,rh yang ada suatu tempat akan berbeda pula karakteristik

permasalalanya dengan di tempat lainya. Ioi dapat disebabkan oleh banyak hal yang cukup

kompleks. Dari hasil kajian ditemukan, beberapa karakter nor fisik yang muncul pada

kawasan permukiman kumuh ini antara lain adalah bahwa suatu lokasi tersebut berada pada

ranah milik atau tanah negarA adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap rencana tata

mang yang telah ditetapkan, nilai strategis lahan yag dilihat secara ekonomis danjuga adanya

kerawanar terhadap kemiskinan.

2 Aspek bangunan.

Penatan pembangunan permukiman di Kota Surabaya dalam hal ini meliputi :

a. Penyediaan perumahan murah bagi kaurr u;ban. Salah satu altematifnya adalah

perumahan susun (Rusun) yang dalam hal ini bisa disediakan oleh pemerintai ko'.a

Sumbaya dan swasta- Untuk swasta perlu adanya pemberlakuan insentifdan disinsentif.

b. Penyediaan perumahan murah di pinggir kota yang memungkinkan penghuni dapal

memadaatkan transportasi massal yang ada (adanya insentif dan disinsentif bagi

pengembang swasta).

c. Menyiapkan hidran air dan MCK yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan unhrk

keamanan lingkungan. Dengan padatnya bangunan, resiko kebakaran sangat tinggi maka
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akan sr.rlit pemadaman kebakaran uutuk menjangkau kawasan kumuh ini, sehingga perlu

sumber air yang siap dimanfaatkan setip saat.

d. Pemberlakuan peraturdJr secara lebih ketat pada daerah yang sudah dilalorkan

percncafiun tata ruzmgnya- Adanya upaya penegakan hukum dan instrumen pengendalian

pembangunan.

3 Aspek ekonomi

Memberikan pelatihan kepada masyamkat yang memarg ingin rneningkatkan pekerjaan

sambilan. DengaD meningkahya ekonomi maka dengan seodirinya mereka mampu

meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggaloya-

Lapangan pekedaan yang dapat dikaitkan deugan kondisi kualitas lingkuagan adalah aspek

pariwisata. Komponen-komponen pariwisata adalah seperti perahu wisata sepanjang kalimas,

toul kota, dan yang berhubulgan dengao sungai te$ebul.

Unhrk mendukung pari\Misata itu tentunya kalirDas harus bersih dari sampah dan kotoran-

kotoran ruamah tangga. Untuk itu maka harus melibatkan perumahan tangga yaDg ada

disekitar sungai.

B. Latrdasan Tcori yang Melandasi Kajian Tentang Perumahan dan Permukimsn Kumuh

diantaranya:

1. Menurut LIN-Habitat :

Perumahan tangga dalam permukiman kumuh (slum household) adalah kelompok individu

yang tinggal di bawah satu atap di daerah perkotaan yang tidak mempunyai salah satu dari

indikator berikut :

a) Perumahan yaag kokoh, yang dapat melidmgi penghuninya dari kondisi cuaca yang

ekstrim

b) Perumahan huni yarg cukup, yang berti lebih dari 3 orang menghuni 1 ruang bersama

c) Akses yang mudah ke air bersih (amal) dalam jumlah yang cukup dan harga yang

terjargkau

d) Akses ke sanitasi yang memadai, dalam bcntuk toiiet pribadi atau MCK bersama

e) Kepastian atau rasa arnan bermukim (secue tenure), yang daPat melindungi penghuninya

dari penggusurar paksa

2. Menurut Suparlan, Parsudi (2005) masyamkat dan kebudayaan perkotaa.n: perspektif

antropologi perkotaan jakarta : yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian, ciri'ciri

permukiman kumuh :

a) Fasilitas umum yang kondisinya kuralg atau tidak memadai
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b) Koadisi huniaa perumahan dan permukiman se a penggunaan ruang-ruangnya

mencrrmiokao penghrminya yang kurdag mampu atau miskin.

c) Adanya tingkat fiekuensi dan kepaclatan voluae yang tinggi dalam pengBmaan ruatrg-

ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan ada.oya kesememrrutar

tata ruaog dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

d) Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-sahran komuniti yang hidup secara tersendiri

dengan batas-ba',as kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai berikut :

L sebuah koomuniti tunggal, berada di tanah milik negar4 dan karena itu dapat

digolongkan sebagai hunian liar.

2. Satuan komuniti tunggal yaug merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.

3, Sebuah satuan komudti tuDggai yatrg teru/ujud sebagai sebuah RT atau RW atau

balkan ter*ujud sebagai sebuah kelurahan dan bukao hunian liar.

g) Penghui permukimao kumlth secara sosiai dan ekonomi ridak iromogeil wargzurya

memputryai mata pencatrarian dan tingkat kepadalan yang bemnekaragam, begitu juga asal

muasalrrya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial

berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.

fl Sebagaian besar penghwi permukiman kumuh adalah mereka yang bekeia di sektor

informa.l atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal.

3. Ir,lemuut Eko Budiharjo (2007) sejumlah masalah permukiman perkotaan. Bandung, alumni :

Permukiman kumuh adalal lingkungan hunian yang kualitasnya sangant tidak layak huni,

ciri-cirinya antara lain bemda pada lahan yang tidak sesuai dengan perunhrkar/tata ruang,

kepadatar bangunan sangat tinggi daiam luasan yang sangant terbatas, rawan Penyakit sosial

dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayali

perasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan berlangsung kehidupan dan

penghidupan penghuninya.

4. Masrun (2007) memaparkan bahlva pengertian perrnukimaa kumuh mengacu pada asPek

lingkungaa hunian atau komunitas. Permukiman kunuh daPat diortikan sebagai suatu

lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk

(deterioreted) baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak

memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuniya, bat*an dapat pula

dikatakan bahwa para pneghumnya berar-benar dalam lingkurrgan yang salgat

membahayakan kehidupanyar.

5. Menutut Johar Silas karaLler permukiman kumuh :

l) Keadan perumahan kumu} pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6

m2lorang. Sedaagkan fasilitas kekotaan secara langsung tidak terlayani kaJena tidak
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te$edia- Namum kareua lokasinya dekat dengan permlkiman yang ad4 maka fasilitas
sliogku[ga.o tersebut tak sulit mendapatlcunya-

2) Permukinan ini secara fisik memberikao manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencad
n *ah (opportunity value) dao. harga nurah juga murah (asas ketedangkauatr) baik
membeli atau menyewa- Maofaat permukiDan disanping pertimbang lapang keda dan
harga murah adalah keseEpatan mendapatkannya arau aksesibilitas tinggi. Hampir setip

orang tanpa syaBt yang bertele-tele pada setiap saat dan tingkat kemampuan membayar
apapun, selalu dapat diterima dan berdiam di san4 termasuk masyarakat ,,residu,, seperti

residivisi, t /TS dan lain-lain.

IGiteda umum pemukiman kumuh :

l) Mandiri dan produktifdalam baayak aspek, namun terletsk pada tempat yang perlu dibemhi.
2) Keadaan fisik huuia-n mini dan perkembangarya lambat. Meskipun terbatas, namun masih

dapat ditingkatkan.

3) Para penghuni lingkungan permukiman kumuh pada umumnya b€mata pencaharian tidak
tetap dalam usaha tron fomral dengan tingkat pendidikan rendah

4) Pada umumrya penghuni mengalami kemaceta.n mobililas pada tingkat yang paling bawah,

meskipun tidak miskin serta tidak mentmggu bantuan p€merintah, kecuali dibuka peluag

unhrk mendorong mobilitas telsebut.

5) Ada kemungkinan dilayani oleh berbagai fasilitas kota dalam kesatuan program pembangunan

kota pada umumnya

6) Kehadirannya perlu dilihat dan diperlukan

begitu saja dapat dianggap permanen

Karakteristik khusus permukiman kumuh :

sebagai sistem kota yang satu, tetapi tidak semua

i) Berada di lokasi tidak legal

2) Dengan keadaan fisik yang substadar, penghsilaa penghuninya arnat rendah (miskin)
3) Tidak dapat dilayani beftagai fasilitas kota

4) Tidak diingini kehadimnya oleh umum, (kecuali yang berkepentingan)

5) Permukiman kumuh selalu menempati lahan d€kat pasar kerja (non fomal), ada sistem

angkatan yang memadai dan dapat dimanfaatkan secara umum walu tidak selalu murah.

Penanganan perumahan kumuh/permukiman kumuh merupakan kebijakan dan target
pembangunan yang bertujuan untuk untuk memenuhi hak seluruh rakyat atas tempat tinggal atau

perumahan yang layak di dalam lingkungan permukiman yang sehat, dengan cara memberikan
jaminal bemukim bagi warga masyaralat khususnya mereka yang berpendapatan rendah dan

golongan miskin dimana mereka tidak memiliki akses ke berbagai sumberdaya kunci perumahan

dal permukiman khususnya di perkotaan. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas

permukiman yang lebih berkelanjutan dengan mengendalikan pertumbuhan dan mengurangr
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secara berarti luas dan j 'mlah lokasi kawasan permukimar kumuh di Surabaya. Tujuan yarrg

cukup penting pula adalah sebagai upaya meoaoggulatrgi kemiskimn dimana permukiman

kumuh melibat kemiskinan dari kacamata kekumuban p€rulukimao yang tidak tsrlepas pula dad

Eisalah sosial dan ekonomi peoghuninya, ternasuk ketidek minen bemukie/ peughuniannya

(tusecare temre).

C. Kajian Empirik
Di dalam perjalanannya sejak didirikamya Kementerian (Muda) Perumahan Rakyal

pertama kali pada tahun 1978, uusan pemmahan dinamai sebagai Perumahan Rakyat.

Perumahan rakyat di sini berarti bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk merumahkan

seluuh Bkyat lndonsia secara layak. Hal ini merupakan pemenuhan hak dasar warga masyarakat

akan rumah yang layak sekaligus sebagai pelaksanaan amarat Konstitusi UUD 1945 pasal 28 H.

Di dalam implenentasinya, pemeriDtah berkewajiban rneny€lenggarakan urusan pelunahai

rakyat dengan tujuar untuk merumabkan seluruh rakyat secara layak.

Penyelenggaraan perumahan dan pemukiman harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan

sistem, yang pelaksanaannya secara berkelanjutan dan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan

ya[g relevan dan implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman dilaksanakan

dengan pencapaian tujuan pembangunan tingkungan, pembangunan sosial dan pembangunan

ekonomi. Secara pmktis, konsep Pembangunan berkelarjjutan, yang sudah berkembang sebagai

asas pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukimal, secara prinsip bertujuan

memberdayakan masyamkat, secam sosial dan ekonomi serta lingkungan. Pendekatan ini

dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dai pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi, serta pendayagrmaan prasarana dan sarana dasar

pemmahar dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan.

Menun-rt hasil penelitian Agus Darma (2015) tentang "Peremajaal Pemukiman Kumuh

di DKI Jakarta" menjelaskal bahwa menmjukan bahwa peremajaan lingkungan kumuh

menyangkut kesiapan lingkungan sosial dan kelembagaan masyarakat, pemecahan masalah

lingkungan kumuh harus didasarkan atas kondisi setempat yang spesifik dan pendekatan yang

befsifat partisipatif dari semua slake holder. Pola reiokasi dan penalaan permukiman kumuh

dengan membangun rumah susun sederhana yang disewakan kepada penghuni lama lebih sesuai

untuk kasus starJs tanah ilegal, lokasi kurang strategis, pekerjaan penduduk berpindah, dal
daerah permukiman yang kecil. Pola Pembangunan mmah susun sederhana dan penghuni lama

diberi ganti rugi yang cukup untuk membayar uang muka KPR rusun tersebut lebih sesuai untuk

kasus status tanah legal, lokasi kurang stategis, pekerjaan penduduk tetap, dan daerah

permukiman ya-ng besar. Pola pelibatan peian swasta untuk pembebasan tanah dan pembangunan
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dari permukiman kumuh menjadi kawasan permukimal, pertokoan, dan perkantoran dengan

sistem subsidi silang lebih sesuai untr:k kasus status tanah legal, lokasi saryat strategis,

pekerjaatr penduduk tetap atau beryindah, dan daerah permukiman yaag besar'

Me rut hasil penelitiaa Deddy Pandji Santosa (2015) tentang '?elanganan Permukiman

Kumuh Perkotaan Melalui Penyedian PerumahaD Bagi Masyarakat Beryenghasilao Rendah

(MBR)" menyimpulkan bahwa Dalan Milleniun Development Goals ( MDGs)' masalah

kemiskinan meujadi salah satu tujuan yang hendak dicapai. Atas dasar ini pemerintah

metrargetkan Indooesia terbebas dari kawasan pemukiman kumuh di pe*otaan pada tahun 2020'

Namuu dengan melihat kenyataan pemukiman kumuh di kota-kota besar lndonesia semakin

meningkat 1,37 % menjadi 5?.800 Ha dari kondisi sebelurmy4 yaitu 54.000 Ha pada akhir

tahun 2004 ( UNDP), maka untuk mewujudkan kota bebas kumuh sebagai salah satu tujuao

MDGS terc€but diperlukan beberapa altemative solusi yang tepat.

Sedangkan irasil peneliriaa Heryanti (20i5) tentamg '' Pengalrtul Kawasal Pennuhirnan

Kumuh Di Kelurahaa Limba B Melalui Peremajaan (RENEWAL)". Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh di LingkuDgan I kelurahan Limba B dapat

dilaktrkan dengan metalui peremajaaa dengaa cara konsolidasi lahan melalui penataan ulang dan

pembagian pa$il kapling kembali setelah disisihkan lahan untuk prasarana dan sarana (alan,

ruang terbuka hijau, taman usalm dan ban$man koperasi), dimana bentuk penanganan yang

dilakukan adalah mengguuakan pembangunan perumahan sebagal enlry Poi'r untuk

pengembangan kemampuan usaha ekonomi masyarakat, melalui penyediaan ruang usaha pada

bangunan rumah yang baru.

Pada tahun 2013 Kementrian PU menyusun profil kawasan permukiman kumuh Kota

Surabaya, sebagai dasar untuk penentuan kawasan pemukiman prioritas penanganal Kota di

Surabaya. Berdasarkan hasil kajian tersebut, dijelaskan bahwa permukiman swadaya oleh

m4syarakat (perkampungan) terkonsentasi di kawasa pusat kota, sedangkan permukiman baru

yang dibangun oleh pengembang telsebar di kawasan Suabaya bagian Barat' Timut, dan

Selatan. Selain pemukiman horizontal, terdapat juga Pemukiman vefiikal berupa ruma}I susun

sederhana se'xa (rusunawa) maup'.rn rumah susun mewah (kondominium dao apartemen)

Penduduk miskin terkonsentrasi di permukima-'r padat penduduk yang tersebar di kawasan

tengah kota. Sebagian besar karal'teristik penduduknya merupakal pekerja di sektor informal,

seperti p€narik becak, pedagangPKl, penjr-ral sa;rrr dan makanan, dan lain-lain Mereka

kebaryakan berasal dari luar kota. Sebaral kawasan permukimal kumuh tersebar hampir memta

di seluruh Kota Surabaya. Permukiman kumuh tidak hanya terdapat di permukiman lama, namun

terdapat luga di sekitar permukiman baru atau kawasan pengembangan baru, dikarenakan

keterbatasan pmsarana sarana lingkungan permukiman
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Dari basil kajian tenebut teridentifrlasi beberapa kawasan permukiman kumuh di Kota

Surabaya- Total kawasaa permukiman kumuh yang teridentifikasi bedumlatr 14 kawasan dengatr

fuas 2'17 -7 4 tta-

Tabel 3. Detail Iakasi Kawasan Permukiman Kumuh Kora Surabaya Tahun 2013

No Kecamatan Keluralan RW

I BeDowo Romokalisari RW 02

2 Bulak Kenjeran RW 02

3 Ga),ungan Ketintang RW 06

4 Gunung Anyar Gunung Alyar Tambak RW 01,02

5 Kedrurg Cowek Kedung Cowek RW 02.03,04.010

6 Kenjeran Bulak Banteng RW 008

7 Krembangar Jepara RW 08

8 Krembangan Dupak RW 04,05

9 Krembangar Morokembalgan RVr' 004, 007

IO Mulyorejo Mulyorejo RW 04

11 Rungkut Kedung Baruk RW 01 - 04,06, 08,010

t2 Rungkut Rungkut Kidul RW 01,02,04,06

13 Rungkut KalirungL:ut RW 05

t4 Semampir ujmg RW 012, 0t 3, 014

15 Semampir Wonokusumo RW 007,006,015

16 Semampir Pegirian RW 003,005,007

t7 Semampir Sidotopo RV/ 03,07,012, 010

l8 Simokerto Simokerto RW 02,03,04

l9 Sukolilo Keputih RW 02, 03

20 Sukolilo KeJawan putih Iarnbak RW 01,02

2t Sukolilo Gebang Putih RW 01,02,04

22 Taildes Karaigpoh RW 009

23 Tandes Manukan Wetan RW 04,05

24 Tandes Ka;angpoh RW 09

25 Tandes Tanjungsari RW 0l

26 Tegalsari Wonorej o_Tegalsari RW 02 s/d 012

2',1 Tegalsa Tegalsari RW 04,05,06.07

28 Wonokomo Sawunggaling RW 05,06

Sfidi Environmental Health Risk Assesmenl (EHRA) merupakan studi kasus mengenai

sanitasi dan perilaku yang berhubungan dengan sanitasi antara lain mencakup akses dan kondisi
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saraoa sanitasi yang tetah ada s€pedi air bersih, jamban, air buangan dan saluran pembuangan air

daa jasa pengumpulan limbab pada! serta bagaimana perilaku anggota ruoab tangga dalam

hubungannya dengan resiko kesehatan lingkungan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Bedasa*ao basil Study EHRA di 50 (tima puluh) kelurahan Kola Suabaya terkait deogan area

beresiko terhadap kesehatan lingkungan

D, Prograrr Pemerintah Terkiit Pemukinar KuEuh

PeMnganan kumuh telah dimulai sejak tahun 1969 melalui Prograur

Perbaikan Kampung (Kampoeng improbement gogram/KlP) da:r bemkhir tahu 1989'

Kemudian dilanjutlan dengan Pembangunao Perumahanao Berbasis Pada Kelompok @2BPK)

sepanjang priode 1989-2000. Pada saat bersamao juga dilaksanakan KIP Komprehensif (1998-

2OO2) yang telah mengadopsi aspek modal manusia dan modal sosial Program sejenis juga

dilaicsanakan dengan Irren.dbalkar aspek r[odal ekonorni yaiiu FroBanr Pongentasan

Kemiskinan Perkotaan (P2KP) pada tahun 1999, dan Community-Based Initiative For Housing

And Local Developmen (COBILD) (2000- 2003) pada tahun 2004 diluncurkan Neinghborhood

Upgrading And Shelter Sentor Projct (NUSSP) yang mengadopsi aspek fisik, sosial, manusia

dan ekonomi, dan kegiatan urbal renewal yang fokus pad aspek fisik berupa pembangunan

perumahan susun. peremajaan kawasan dan penataan lingkungan Kegiatan terbaru yang

dicanankran oleh presiden pada tahu 2011 adalah program pro mkyat kelas IV yang fokus pada

penataar kawasan kumuh.

Seme[lara Kementerian Perumahanan Rakyat pada tahun 2010 mehmcurkan kegiatan

Penanganan Lingkungan Perumahanan Dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-

BK) dengan pendekatan TriCaya (manusia, Iingkungan, ekonomi) kesesuaiarl dengan tata ruang

penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), dan keterpaduan dengan sektor lain Kegiatan

ini didukung dengan kegiatan bantuan Stimulan Perumahanan Swadaya (BSPS) berupa

penyediaan stimulan Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB) bagi perumahan

tangga kumuh, kegiatan pembangunan perumahan Susun sederhana sewa (rusunawa), dan

disediakan skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pemblayaan Perumaianar (FLPP)

Terlihat pada era tahun 2000, program yarg dilaksanakan terbagi dalam 2 (dua) kataEori yailu

ya(Ig baersifat menyeluruh dar fokus aspek fisik saya. Selain itu perubahan yang teiadi tidak

terlihat benag merahnya. kemungkiltal karena kegiaian yang bersifat Proyek dan tldak didukung

oleh ketersediaan palrng kebijakan penanganan perukian kumuh

Sasaran penanganan permukiman kumuh mengacu pada targeBarget yarg sudah

dicanangkan,yaihr di dalam RPJP 2005-2025 bahwa pada tahun 2025 kota-kota di Indonesia

terbebas da.ri permukiman kumuh, dan target MDGS yaitu bahwa pada tahun 2020 warga miskin

yang tinggal di permukiman kumuh berkurang hingga setengahnya

DrafNaskah Akadenik Raperda Penataan Perwnahon KumufuPemukimull Kunuh 16



Di tingkat implemeDtasi di lapangan, sasaran kebijakan penanganan permukiman kumuh
adalah: 1) Terwujudnya keberdayaan dan keswadayaan komwritas masyarakat permukiman

kumuh melalui pengembangan kegiatan permukimalr yang sehat da.o Foduktif, 2) Meningkatnya
kapasitas peagelolaaa kawasan permukiman kumuh dengan melibatka! dan memberdayakan

pelaku-pelaku lokal dan lembagalembaga penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang
dapat menempkan priuippiiDsip tata p€medntaha[ yang baik, baik di tingkat lokal, wilayah,
dan pusa! 3) Tersedianya prasarana dan saraoa dasar serta fasos dan fasum pemukiman yang

mernadai untuk meniagkatkatr kualitas permukiman kunrub. sejalan dengan upaya meningkatkaa
kualitas infrastuktur dar sistem penyediaamy4 4) Memberdayakan sistem penyediaan

perumahan sewa di lingkuagan permukiman kumuh seiring dengan penataan permukiman

kumuh, serta 5) Terdorongnya peftmbuhan wilayah dan kesemsian lingkungan antar wilayah
melalui penyelenggaraaD perumahan dan permukiman yang betkelanjutan.

Kebrjalian penangarran pemllki[ran kurnuh sepefi di atas masih meliputi p€lEngaMn

kumuh secaB umum tanpa memperhatikan keberadaan permukiman squa et atau informal
sebagai bagian permukiman kunuh. Untuk permukiman informal dapal dikatalcan belum ada

kebijakan yang jelas dan pendekatan penanganannya selain meningkatkan kesadaran hukum
warga dalam bemukim. Upaya seperti ini sangatlah teibatas karena seringkali tanpa diiringi
solusi yang memadai mengenai di mana meteka harus bertempat tinggal, Dalam rangka menuju
kota-kota bebas kumuh, penanganan permukiman informal harus dilakukan secara lebih luas dan

terintegrasi di antam berbagai penarrganan masalah dao pendekatan,

Lingkungan permukiman hformal adalal garnbamn utuh dari kemiskinan kota dan tata
kelola perkotaan yang tidak berkelanjutan. Dengan demikian, penanganan permukiman informal
juga merupa.kan strategi pe[tiig dalam penarggulangan kemiskinan kota sekaligus tata kelola
pembangunan kora yang berkelanjutan. Permukiman I.,formal (squa er sefilements) dan para
pedagang informal (street yendors) merupakan suatu kesatuan dimana permukiman informal
hidup dari kegiatan ekonomi informal pula. Oleh sebab itu, kebijakan darl srrategi penataan

permukiman kumuh dan penanggulanngan kemiskinan khususnya di perkotaan haruslah
berfokus pada penanganan permukiman informal ini.

Baerdasarkan data BPS, perumahan tangga kumuh mengalami penurunan han,va sebesar
8, l8 % sepanjang periode tahut 1993-2009 scmcntara data kcmenpera menunjukkan sepanjang
tahun 2010-2011 hanya berhasil difasilitasi dan simulasi penataan lingktngan permukiman
kumuh seluas 141.17 ha.

Data kementerian pekerjaan unum menunjukkan melalui (i) kegiatan p2Kp/pNpM
mandiri perkotaan tealh berhasil ditangai 41.988 kelurahan (1999-2012), (ii) kegiatan NUSSP
berhasil ditangai 802 kelurahan dengan penerima maniaat ?83.123 KK (2004-2010), (ii,
kegiatan penataan kembali kawasan permukiman berhasil menjangkau 609 kawasan kumuh
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(2005-2012), (iv) kegiatan penataan bangEran dan lingkungan menjangkau 821 kelumhan (2005-

20f2) (v) kegiatan pedngkatao ma.syarakat Diskin perkotaan (program pIo rakyat kelas Iv)
menjangkau 5 kalvasan dengan penerima manfaat 4.481 KK (201l-2012) (pra seminar nasional

peDatrgaoan perunahanan dan permukimao kumuh, 20 I 2).

KeseluruhaE pencapaian di atas masih jauh dari taBer kota tanpa pemukiman kumuh

tahun 2020, sehingga ditengarai upaya pencapaian target te$ebut tidak akan t€rcapai tanpa

adaDya keterlibatan seluruh pemaogku kepentingan. (Sumber Oswar Mungkas, 2012).
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PEIJNDANG.UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis pemturan peruadang-undangan terkait dalam naskas akademik
aclatah dasar lruridis ya.trg menjadi pertimbangan dalam rangka perlindungar hukum terhadap

peoataan perumahan kumuh/permukiman kumuh.

.d Undang-Uldang Dasar Negara Republik Irdoresia Tahun 1945

Pasal 18 H
Ayat (l) Setiap orarg berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berrempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

B, Evaluasi Undaug-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal sena berkehidupan yang layak.

C. Utrdang-Undang Republik Irdonesia No 1 Tahun 2011 tetrtang Peraluran perumaban

dan Kawasan Permukiman

Keberadaaa Undang-Undang Nomor I Tahun 2011 tentang Perumahao dan Kawasai
Permukiman yang merupakan revisi terhadap Undang-Unda.ng Nomor 4 Tahun 1992 tentang

Pemmahan, pada prinsipnya sangat mendorong meningkatnya perhatian terhadap penanganan

perumahan ku-.nuh dan permukiman kumuh. Hal ini terlihat jelas dengan penarnbahan satu

bab khusus yaitu Bab VIII tentaag Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap perumahan

Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Balrkan penambahan pasal pencegahan terhadap

tebentuloya permukimat kumuh merupakan slratu kemaju.rn yang signifikan_ Selain itu,
Undang-Undang ini juga telah mengadopsi paradigma masyarakat sebagai subyek yang

dipercaya akan menjadikan upaya pencegaharr dan penanganan permukiman kumuh lebih
bemas.

Pesal I
Angka l Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesaruan sistem yang terdiri

atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan
pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegalan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dar permukimal kumuh, penyediaan tanah,
pendanaan dall sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
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Angka 13. Perm"kiman L:umuh addah permukimao yang tidak layak huni kareua

ketklakteraturao bangunarq tingkat kepadalatr bangunaD yang tinggi, dan kualitas

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Argka 14, Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi

sebagai tempat hlDiar.

Pasal 4

Huruff. Pcncegahan dan peningkatan kualitas terhadap pemmahan kunuh dan

pemukimaD kumuh

Hurufj. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap pqumahan kumuh dan permukiman

kumuh

Pasal l6
Huufj. Memfasilitasi peniDgkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh

Pasal 17

Huufh. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh pada tingkat provinsi

Pasal l8
Hurufh. Menetapkan Jokasi perumahan dan pemukiman sebagai perumahan kumuh dan

permukirnan kumuh pada tingkat kabupaterl,&ota

Hurufi. MeDfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh pada tingkat kabupaten/kota

Pasal59

Ayat Q) Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huufa menca-kup:

Hurufe. pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Pasal 66

Ayat (2) Perencaaaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huuf a meDcakupi

Huruf d. penl,usunan rencana Dencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan perrnukiman

kumuh

Pasal8l

Ayat (2) Pengendalian kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan untuk:

Huruf b. mencegal tumbuh dan berkembangnya perumahar, kumuh dan permukiman

kumuh
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@-21
Ayat (1)

Ayar Q)

Ayat (3)

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a.

Huruf b.

Hurul'c.

Huruf d.

Ayat (2)

Hun-f a.

Hruufb.

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Pencegahatr dao peningkatan kual.itas terhadap perumahan kumuh darr

permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupao dan peDghidupaD

masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dar be*embangDya

perumahan kumuh dan pemukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan

meningkatkan kualitas dan firngsi perumahan dan permukiman-

Penc€gahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kunuh dan

permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksan,t<an

berdasarkan pada pdnsip kepasian bermukim yang menjami! hak setiap warga

negara untuk menempali, menikmati, dan/atau memiliki tempal tinggal sesuai

dengan ketentuan perahnan peruldang-uDdangan,

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

pennukiman kurnulr scbagaimana dinrt*sud paria ayat (i) wajib Jilakuican olelt

Pemerintah, pemeriotah daenh, dar/atau setiap orang.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan

permukimaa kumuh baru mencakup:

Ketidaheraturan dan kepadaEn bangunan yang tinggi

Ketidaklengkapan prasamna, sarana, dan utilitas umum

Penurunal kualitas perumaharl perumaha.n, dan pemukiman, serta pnsarana,

sarana dan utilitas umum

Pembangrman perumahan, perumahan, dan pemukiman yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

pengawasan dan pengendalian

pemberdayaan masyarakat

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huuf a

dilakukan ams kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan firngsi

melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-

undangan.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb dilakukan

terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dar kawasan permul.-iman

melalui pendampingan dan pelayanal informasi.

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) wajib dilakukan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, dar/atau setiap orang.
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Ayat (6) Keteduao lebih lanjut mengenai pencegahan terhadap tumbuh datr

berkembangnya perunahan kumuh dao permukiman kumuh baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatu dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 96

Dalam upaya pe[ingkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

Pemerintah daD/atau pemednlah daerah menetapkan kebijakan, st-ategi, serta pola-pola

penanganan yang manusiawi, berbuday4 b€rkeadilan, dan ekonomis.

Pasat 97

Ayat (l) Peningkatatr kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 didahului dengan !,enetapan lokasi

penrmahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:

Huufa. Pemugaran

Hurufb. Perenrajaan

Hurufc. Pemukimankembali

Ayat Q) Pola-pola penangaaan terhadap perumahan kumuh dan permukimao kumuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarjutkan melalui pengelolaan untuk

mempertaharkan tingkat kualitas perumahan dan permukiman.

Pasal 98

Ayat (l) Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi

persyaratan:

Hurufa. Kesesuaian deDgan rcncana tata ruang wilayah nasional, tencana tata ruang

wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaterD&ota

Hurufb. Kesesuaian dengan rcncana tata bangunan dan lingktmgan

Huruf c. Kondisi dan kualitas prasaJana, saran4 dan utilitas umum yang memenuhi

persyaratan dan tidak membahayakan penghuni

Huuf d. Tingkat keteratuian dan kepadatan bangunan

Huufi Kualitas banguna

Hrruf g. Kondisi sosial ekonomi masyarakat seiempat

Ayat (2) Penetapan lokasi perumahar kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului

proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan

peran m3syarakat.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagalmana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturaD daerah.
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Pasal99

Pemugaran sebagaimana dimaksud dalan Pasal 97 ayat O) buuf a dilahrkan untuk perbaikan

<lanlatau pembangunao kembali, perumahan dan permukimao menjadi penrmahan dal

permukioan yang layak huni.

Pasal 100

Ayat (l) Peremajaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 97 ayat (l) huruf b dilakukan

unhrk mewujurlkan kondisi peruma-han, perumaharL p€mukiman, dan lingkungan

hunian yaog lebih baik guna metindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan

masyarakat sekitar.

Ayat (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dilakukan dengan terlebih

dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyaiakat terdampak'

Ayat (3) Kualitas perumatran, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus

di$ljudkan secam lebih tuik dar i ir.ondisi sebei',rainya-

Ayat (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh

Pemerintah daa pemerintah daerah sesuai dengaa kewenangarmya dengan

melibatkan peran masyarakat.

Pasal 101

Ayat (l) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c

ditakukan unn* meuujudkan kondisi perumahan, perumahan, dan permukiman

yang lebih baik guna melindrurgi keselamatan dan keamanan penghuni dan

masyaJakat.

Ayat (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakJkan dengan

memindalkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun

kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruarg darl/atau rawan bencana

serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang atauPun orang'

Pasal102

Ayat (1) Pemukiman kembali sebagairnana dimaksud dalam Pasal 101 wajib dilakukan

oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten'/kota'

Ayat (2) Lokasi yang akan ditentukan sebagai lempat untuk pemukiman kembali

ditetapkan oleh pemerintai daerah dengan melibatkan peran masyarakat'

Pasal l03

Ayat (1) Pengelolaan drlakukan untuk mempertahankan dan menjaga kuaiitas perumahan

dan permukiman secara berkelaijutan.

Ayat (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh masyarakat

secara swadaya.
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Ayat (3) Pengelolaan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

difasilitasi oleh pemerinrah daerah.

Pasal 104

KeteDtua! lebih lanjut meryeDai syarat datr tata cara penetapatr lokasi, pemugardrl

peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan pelmukiman kumuh diatur deDgan Peraturan Pemedntah.

Pasal 129

Bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak (a)

menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah ya,:rg layak dalam lingkungan

yang sehat, arnan, serasi, dan teiatur; @) melakukan pembangunan petumahan dao kawasan

pennukiman; (c) memperoleh informasi5 yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman; (d) memperoleh manfaal dari penyelenggaraan perumahan dan

kawasaa permukiman; (e) memperoieh penggantian yang layak atas kerugiail yang dialami

secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan

(f) meogajukaa gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaman perumahan dan

kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

Pasal 130

Yang pada dasamya mewajibkan masyarakat ikut terlibat dalam penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukirnan, dalam benhrk (a) menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan

kesehatan diperumahan daa kawasan permukiman; (b) turut mencegah terjadinya

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan

kepeDiingan orang lain dan-/atau kepentingan untun; (c) menjaga dan memelihara prasarana

lingk-ungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasa.n

permukiman; dan (d) mengawasi pemanfaatan dan berfrrngsinya prasarana, sarana, dan utilitas

umum perumahan dan kawasan permukimar.

D. Peraturan Menteri PeruEahan Rakyat Republik IndoBesia Nomor 05 Tahun 2013

Tentang Pedomao Bantuan Stimulatr Peningl€tar Kualitas Perumahan Kumuh dan

Permukimatr Kumuh

Pasal 1

Angkal. Bantuan Stimulan Pemngkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh yang selanjutnya disebut dengan Bantuan Stnnulan Peningkatan Kualitas
(BSPK) adalah suatD upaya unluk menata dan rneningkatkan kualitas terhadap
permukiman kumuh secara berkelanjutan melalui pendekatan tridaya, penyediaan

PSU yang memadai sesuai dengan rencana tata mang wilayah dan

mengintegraslkan konsep penanganannya dengan memanfaatkan potensi wilayah
di sekitamya.
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Atrgka 3.

Angka 8.

A"gka 9.

Pasal2
BantuaD stimulan peningkatatr hralitas (BSPK) benujuan untuk:
Hruufa- Meningkatkan kualitas terhadap pemmahan kumuh dan permukiman kumuh

secara terkoordinasi daD berkelanjutan serta tedntegasi dengan rencana tata ruaDg

wilayah kabupaten&ota melalui pendekatan tridaya;
Pasal 3
Sasaran bantuan stimutan peningkatan kualitas (BSPK) adalah masyarakat berpenghasilan

rendah yang bermukim di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Pasal6
Pemerintah dalam pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas @SPK) mempunyai

fugas dan wewenang:
Hurufc. Menetapkan lokasi permukiman kumuh berdasarkan usulan pemerintah

kabupatenAota dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hurufb;
Pasal9
Ayat (2) Pemugaran scbagaimana dimaksud pada ayat O) dilakukan untuk perbaikan

dan/atau pembaogunan kembali rumah atau perumahan dan PSU dalam
permukiman kumuh agar menjadi permukiman yang layak huni.

Ayal (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan
kondisi rumal atau perumahan dan PSU dalam permukiman kumuh agar menjadi
Iebiil baik guna melmdungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat

sekitar.

Dokumen rencaDa adalah dokumeD perencaoaan yang disusun sebagai acuaD

dalam p€nanganan permukiman k-umuh dan permukiman kumuh yang berbasis

kawasan dapat berupa rencana rinci, pra DED dan DED.
Perumahan kurnuh aclalal perumahan yang mengalami penurunan kualitas firngsi

sebagai l,empat huniao-
Permukiman kumuh addah permukiman )ang tidak layak huni karcna
ketidakteEturdD baDgunan, titrgkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta saraoa dan prasarana yang tidak memenuhi syaral.

Syarat pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l0 huruf a meliputr:
sudah ditetapkan sebagai permukiman kumuh oleh bupati/\'Jalikota melalui surat

keputusan bupa'i/walikota
Kriteria pdoritas pemilihan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal i0 huuf a

meliputi:
Terdapat progmrn penanganan kumuh

Penyiapan TPM bantuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh masyarakat setempat dan

diusulkan oleh pemerintah kabupaterL4<ota kepada Kementerian dengan kiteria
meliputi:
berdomisili di kabupateD&ota lokasi penanganan pemmahan kumuh dan

permukiman kumuh;
memiliki pemahaman mengenai program pemeintah yang terkait dengan

pelanganan perumalran kumuh dan pcrmukiman kumuh;

Pasal 1l
Ayat (l)
Hurufb.

Ayar (2)

Hi.ruf c.

Pasal20
Ayat (1)

Hurufb.

Hurufd.
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Ayat (2) Dalam bal di lokasi pe&rngaoan perumaban kumuh dan permukiman kumuh
sudah ada TPM yang pemah mena[gani BSPS dapat ditetapkan sebagai TPM
baotuan stimulan peningkatan kualitas (BSPK).

E. UtrdaDg-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 TeDtatrS Rumah Susun

Pasal3

Penyeletrgg,ardan rumah susun bertujua.n unhrk:

Hurufc, Menguraogi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;

F. Peraturao Pclrerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan

Penyeleuggaraan PeruEahan dan Kawasrn Pcrmukiman

Pasal l1
Ayat (2) Pemberian bimbingan, supewisi, dan konsultasi sebagaimana ciimaksud pada ayat

(i) dilakukan dalam rangka:

Huruf c. Melakukan peningkatan kualitas terhadap peruma}ran kumuh dan permukiman

kumuh
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSILOGIS DAN YI'RIDIS

A- Kajian Secara Filosofis

Rumah merupakan satah satu kebutuhan pokok manusia akan terus ada dan berkembang

sesuai dengan pe*embaDgan peradabaD- Perbaikan mutu rumah harus ditujukan untuk

meningkatkaa muhr kehidupan. Pqbaikan te6ebut bukan saja datam pengertian kuantitatif,

tetapi juga kualitatif dengan memuDgkinkan terselenggaranya perumahao yang sesuai dengal

hakekat dan fungsinya.

Perumahafl dan permukiman mempunyai peEnan yang sangat strategis dalam

pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibin4 serta dikembangkan demi

kelangsungan datr peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan

permukiman tidak dapar dilihat sebagai sarada kebutuhal keiriduparr semaia-r,a+',q ie'opi lebilt

dari inr merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk

memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri Oleh karena itu, perumahan dan

pemukiman merupakan salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutulmya, yang

memiliki kesadaran tmnrk selalu menjalin hubungan antar sesatne maausi4 lingkungan tempat

tinggalnya dan senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kawasan permukiman dia$hkan untuk terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga di

Indonesia yalg mampu bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan pen maharmya yang

layak dan tedangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan

berkelanjutan guaa mendukung terEujudnya masyarakat serta lingkungan yang berjati diri,

mandiri, dan produktif.

Mengacu kepada hakekat bahwa keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas

masyarakat dan lingkungannya di masa depan, serta prinsip pemenuhan kebutuhar akan

perumahar adalah merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri, maka penempatan m3syarakat

sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan merupakan upa)'a yang sangat strategis'

Sehingga harus melakukan pemberdayaan masyarakat dan pam pelaku kunci lai.nya di dalam

penyelenggaraaa perumahan dan permukiman dengan mengoptimalkar pendayagrmaan sumber

daya pendukung penyeleoggaraan perumahan dol pemukimon

Sementara pemerintah harus lebih berperan sebagai fasilitator dan pendorong dalam

upaya pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh ralgkaian proses Penyelenggaraan perumahan

dan permukimal demi terwujudnya keswadayaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan

perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri sebagai salah satu upaya pemenuhan

kebutr.rhan dasar manusia dalam rangka pengembangan jati diri, dan mendorong terwujudnya
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kuatitas lingkungaD pemukiman yang sehat, amaD, hamonis dan berkelanjutan' baik di

perkotaan maupun di Perdesaan

Menjadi agenda penting pemerintah dengan mempertimbangkan bahwa perumahan telah

menjadi hak asasi sebagaimaoa dicantumkan dalam pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 teDtang

hak asasi manusiq yang menyatakan setiap oraog bcrhak rmtuk benempat tinggal sefia

berkehidupa! yang layalc Temasuk juga pada Perubahao Kedua UIID 1945 yang ditetapkar

pada ranggal 18 Agustus Tahun 2000, Pasal 28H Ayat (1) disebutkan bahwa : setiap orang

berhak hidup sejahtera lahir daD batir, bedempat tingigal datr Dendapatkatr lingkungan hidup

yang baik dan sehaq berhak memperoleh pelayanan kesehatarl hal ini kemudian dijabarkan

dalam visi kemenpera yaitu keluarga indonesia mengbuni perumahan yang layak

Keberadaan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang dasar Negara Republik

Indonesi Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakal bagian dari penyelenggaraan negara Negara

sebagai organisasi rentunya selalu mempunyai tujuan sebagainlana ciiruangkao dalrn aiinea

keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan : "kemudian dadpada ihr, untuk

mernbentuk suatu Pemeritalan Negan RePublik Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah lndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum'

mencerdaskan kehidupal bangs4 dan ikut melaksaoakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamian abadi dan keadilan sosial" memperhatikan alinea keempat pemukaan

uud nri 1945 te$ebut secara jelas dinyatakan bahwa negara ini dibennrk dengan tujuan tmtuk

meningkatakn ksejahneraan rakyat. Hal tersebut khanya juga men;adi tujuan dibentuknya

pemerintaha daerah yaog bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteEan milsyarakat

melalui peningkatar, pelayanan, pemberdayaan, dan peran sena masyarakat, serta meningkatkan

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokasi, pemerantaan, keadilan,

keistimewaan dan kekhusudan suatu daerah dalam sistem negala kesatuan republik indonesia.

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemelintahan daerah

dengan memperhatikan Prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahar daerah,

aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atar pemerintahan daerah, Potensi dan

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangaa persaingan global.

Di sisi lain, lilosofi perlinduangan hukum berkaitan deogar dua hal Pertama jaminan

perlindungan dan kedua tanggrmg jawab Pemerintah. Secara umum, perlindungan terhadap

warga negara adalah aspek konstitusional sejak pembukaan UUD Nzu 1945 menegaskan bahwa

tujuan Negara salah satunya adala} memajukan kesejahteraan umum Memajukal kesejahteraan,

meskipun bukan soal ekonomi semat4 jelas rnendudukkal faktor pekerjaaa sebagai hal yang

singnifikan. Hal ini ditaadai manifestasinya dalam pasal 2'7 (2) UUD Nzu 1945 yang

menyatakan bahwa tiap-tiaP warga Negara berhak atas pekerjaan dan Penghidupan yang layak
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bagi kemanusiaao. Pertindrmgan hukum menurut pNlipus M Hadjon (1994: 4) selalu berkaitan

dengan kekuasaan.

Berdasar komeotar umum Nomor 15 dari Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya bahwa hak atas perumaban sebagaimana hak asasi laimya menghasilkan tiga tipe

kewajibao bagi negara yaitu kewajiban menghargu (to rcsPect), kewajiban melindungi (lo

protect), dalo kewajibat meme fii (to fuffil).
o Kewajibao menghormati, Kewajiban ini mengharuskan negara tidat meogganggu baik

langsung maupu tidak langsung keberadaa.o hak atas perumahan. Keu/ajiban termasuk

misalnya tidak membalasi akses kepada siapapun.

. Kewajiban melindungi: mengatu pihak ketiga. Kewajiban ini mengharuskan negam uohrk

menghalangi campur tangan pihak ketiga dengan cara apapun kebendaan hrk alas

perumahan. Pihak ketiga termasuk individu, kelompok, perusahaan dan institusi yang

dibawah kendali pemerintah. Kewajiban termasuk mengadopsi regulasi yang el'ektii

. Kewajiban memenuhir fasilitasi, promosi dan penyediaan. Kewajiban ini mengharuskan

pemerintah mengambil langkah untuk memenuhi hak atas perumahan. Hal ini sejalan

dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (4) bahwa pemenuhan hak

asasi manusia adalah taoggungjawab negara khususnya pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2011, disebutkan bahwa pembinaan

penyelenggaraan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Kegiatan

perencanaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran

masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas

diantaranya rnengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mei'tdukung telwujudnya

perumahaa bagi MBR; dan memasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi

masyarakat, terutama bagi MBR. Sementara pemerintah kabupaten&ota secara tegas juga

mempunyai tugas memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukait

pembangunan perumahan.

Pemerintah dan pemerintah daerah dalarn melaksanakan pembinaan mempunyai

wewenang diantaranya (a) menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan lriteria

perumahan, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dar, aman; (b)

menl,usun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman; (c) menyusun dan

menyempumakan pemturan penmdang-udangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;

(d) memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan
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B. Kajian Secara Sosiologis

Rumah sebagai kebutuban dasar manusia setelah pangan dan sandang, setain berfingsi

sebagai pelindrmg terbadap gangguan alam, cuaca dan laiDJain, juga memiliki peran sosia'l

budaya sebagai pusat pendidikan keluarg4 persemaian nilai-nilai budaya daD pembentukan jati

did masyarakat alau baDgsa.

Rumah secara sosiologi dilihat sebagai tempat suatu keluarga membentuk jati did

keluarg4 dengan adanya rumah, keluarga menjadi mempunyai kebanggaan dan mempunyai jati

did. Berangkat dari keadaan itu dapat diharaPkan suatu ketuarg meliadi ketuarga yang lebih

sejahten. Dalam padangau sosiologis oleh karenanya rumah dao permukiman seringkali

diaoggap dapat memberikatr sitra pada peDilihya- Tinggal di kawasan permukiman yarg teflata

dan mahal dapat menunjukkao status sosial tertentu.

Persoalan perumahan dan pemNkiman muncul dan akan benambah buruk dapat

tiisebabkan oieh beberapa faktol, namun alasan yang paitng mendasar adalah bahwa perurrairan

diproduksi, dibiayai, dimiliki, dijalankan, da-n dijual dengan tujuan untuk melayani kepentingan

modal prival Adarya rumah sebagai komoditas sektor privat menyebabkan pembangunan

perumahan dan permukiman akan didomin a.si oleh stakeholder yang menggtmakan berbagai cara

dalam mengolah perumahan sebagai komoditas utamanya rmflrk melaih keuntungan PaIa

stakeholder le,isebr]1' mencakup pengembang real estate, kontraktol, produsen bahan bangunan,

hipotik, dan penyedia perumahan lain seperti pemberi kedit rumah, investor, sPekulan, hran

tanah, dan pemitik rumah itu sendiii. Koosekuensi yang harus ditanggung oleh konsumen antara

Iain tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki atau menempati rumah'

Secara pmktis, konsep yang sudah berkembang sebagai asas pelaksanaan pembangunan

perumahan dan pemukiman yarg secara prinsip bertujuan memberdayakan komponen sosial

masyarakat, usaha dan ekonomi, serta lingkungan, letap dapat ditumbuhkembangkan sebagai

pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutar di tingkat lokal

Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapal dan pemheldayaan

masyaiakat, serta kegiatan pemberdayaar kegiatan usaha ekonomi komunitas dengan kegiatan

pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesaluan

sistem yang tidak terpisahkan.

Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dan kota terbesar nomor dua dt

Indonesia- Dalam struktur perwilayahan provinsi jawa limur' Kota surabaya merupakan kota

orde I yang diteTapkan sebagai pusat utama Jawa Timur. Saat ini kota surabaya mengalami

perkembangan yang pesat, terutama di bidang perekonomian dibandingkan dengan kota'kola lain

yang berada dalam sub ordinasinya Ter*ujidnya kota Sumbaya sebagai pusat perdagangan dan

jasa yang cerdas ilalam merspon semua peluang dan tuntutan global, didukung oleh kepedulian
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tinggi dalam mewujudkan stnrkrural pemerintahau dao kemasyarakatan yang demokatis'

bomartabat dalan tataDan lingkungan yang sehat dan manusiawi

Adagm untulc mengikuti serta mercncanakaD I'erkembangn pembangunan kota Surabaya

yatrg pesa! maka ditetapka! visi dan misi kota Suabaya tahun 2011-2015 yaitu metruju

Surabaya menjadi kota jasa dan perdagaugan ya]rg cerdas, manusiawi, bernartabat' daD

belaawasan lingkungan. Untrk mewujudkan hal !e$ebut, maka misi yang akan dijalankan dan

menjadi sasamo bagai segala bentuk yang akan dilaksanakan bagiseluruh pemangku

pembangrman selama lima tabun kedepan adalah :

l) Membangun kehidupan kota yaDg lebih CERDAS melalui peningkatan sumb€rdaya manusia

yang di<lukung oleh Fningkatan kualitas intetektual,mental spiitual, keterampilan' serta

kesehatao warga secara teryad,au da.n b€rkelatrjutan.

2) Menghadirkan suasaDa kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas' kapasilas'

dan kualitas pelayauan publfu reformasi biroksi. Serra pemanfaata[ sr'rllber daya l<cta u':rtuk

sebsar-besamya mendukung kesejahteraan warga

3) Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomo

berbasis komunitas yang mengutamankaD pelluasal akses ekonomi demi mendukung

peningkatan daya cipta serta kreatiaitas segenap warga kota surabaya dalam upaya penguatan

sruknu ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan intemsionl

4)Meniadikankotasurabayasemakinlayak-hunimelatuipembanguoaninfiastrrrkturfisikdart

sodiai secara meratan yang berwawasanlingkungan

Hak masyarakat diatur secara jelas dalam pasal 129 Undang-UnCang Nomor I Tahun

2011 bahwa dalam penyelenggaraan perumahan cian kawasan Permukiman, setiap orang berhak

(a) menempati, menikmati, dan/atau memiliki,/memperoleh perumahan yang layak dalam

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan leratur; (b) melal:ukan pembangunan perumahan dan

kawasar: permukiman; (c) mempeloleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan

perumahan dan ka\aasan permukiman; (d) memperoleh manfaat dari penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman; (e) memperoleh penggantian yang layak aras kerugian

yang dialarrli secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman; dan (0 mengajukan gugatan penvakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan

perumah;ut dan kawasan permukiman yang mcrugikar masyarakal'

Sementara kewajiban masyarakat diatur dalam pasal 130, yang pada dasamya

mewajibkan masyarakat ikut terlibat dalam penyelenggarium perumahan dan kawasan

permukiman, dalam bentuk (a) menjaga keamaaan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di

perumahan dan kawasan permukiman; (b) turut mencegah terjadinya penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang

lain dadatau kepentingan umum; (c) menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana
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lingkugan, dan utilitas umuE yaog berada di perumahan datr kawasan pemukiman; dan (d)'

mengawasi pemanfaalao dan berfungsinya pasarao4 sar"ala, dan utilitas unum perurnahan dan

kawasao permukilran-

Bentuk keterlibaran ini diperjelas dengan menyatakan bahwa di setiap tahapan pembinaan

penyeleqgaraan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi (i) perencanaan; (ii)

p€ngatEan; (iii) pengeodalian; dan (iv) pengawasan, masyarakat dilibatkan secara aktif Secara

tegas keterlibatan masyaral@r disebutkan pada bebeBpa kegiatan yaitu (a) kegiatal perencanaan

yang diselenggarakan oleh Pemedntah dan pemerinuh daerah; @) konsolidasi tanah'

C. Krjian Secara Yuridis
Sebagai bagian dari masyarakat Intemasional yang turut menandatangani Deklarasi fuo de

Janeio, Indonesia selalu atlif datam kegiatao-kegiatan yang diprakarsai oleh (Jnited NatiotLs

Cenffe for Humnn Setiiements ('UNCHS E'a6,rar). Jiwa dan seurangat yaag tefijang dalas

Agenda 21 mauprm Deklarasi Habitat ll bahwa rumah merupakan kebuhrtran dasar manusia dan

menjadi hak bagi semurl oraDg unhrk menempati hunian yang la'lak dan teiarryXa:r (adequate

and affordable shelter for all).

Dalam Agenda 21 ditckaokan pentingnya nunah sebagai hak asasi manusia, hal telah

pula ditekankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H

ayat (l) menyatakan "setiap orang bethak hid p seiahtero lohir dan botin, berlemPat tinggal,

dan mendapatkan lingkungqn hidup baik don sehal serla berhok memperoleh pelayanon

kesehatan". Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Pasal 40 dinyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berlempat tinggal serla

b erkz hidupan yang l aya k ".

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah diterbitkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1955 tenlang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukrman, dimana tujuan kedua I Indang-Undang tersebut

adalah sebagai dasar pengaturan bagi pemenuhan kebunrha.n dasar manusia akan rumah, baik

dalam bentuk rumah tinggal maupun rumah susr.rn.

Keberadaan undang-tutdang nomor I tahun 201I ientang permukiman Can kawasan yang

merupakan revisi terhadap undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang perr.rmahar, pada

prinsipnya sargat mendorong meningkatkan perhatian terhadap penanganan perumahan Can

pemukiman kumuh. Secara eksplisit dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman

adalah tata kesatuan sistem yang terdiri dari pembinaan, penyelenggaraan kawasan permukiman,

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatar kualitas terhadap peperumahanaan

kumuh dan permukiman L-umuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta

peran masyamkat. Sementara penyelenggaEan perumahan dan kawasan permukiman adalah
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kegialan perencanaan, pembanguaan, dan pengendalian' termasuk di dalarnnya

pengembangan kelembagaaa, pendaoaan dan siserm pembiayaaq serta peran masyarakat yang

terkoordi.oasi dan terpada!-

Jadi dapat ,likarekan bahwa penyelenggaraan penrmahaa dan kawasan permukiman tidak

akan paripuma ta[pa kete batatr masyarakat di dalaonya- Hal ini menjadikan pran

masyarakat menjadi suatu keaiscayaan dalam pembangrman perumahan dan kawasan

permukiman. Tanpa adanya padisipasi masyarakat, hasil pembangunan PKP menjadi kurang

dapat dipertangguogiawabkan

Hal yang relatif baru dalam undang-rmdang adalah terkait upaya pencegahan terhadap

tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru yang dilaksanakan

salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat berupa pendampingan dan pelayanan informasi

terhadap pemangku kep€nlingan bidang perumahar dan kawasan permukiman melalui

pendampingan dao p€tayatraD infomrasi Keurudian seia'rjumya dalam penetapan lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan

oleh pemerintah daerah dengan melibatkaa perao masyarakat.

Peran masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan dalam (a) penyusunan rencala

pembangman perumahan dan kawasan permukiman; (b) pelaksaaaal pembangrman perumahan

dan kauasan permukimaq (c) pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman; (d)

pemetiharaan dal perbaikan dan kawasan permukiman; dan/atau (e) pengendalian

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk meningkatkan efektiffitas pemenuhan peran masyarakat dibentuk forum

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, yang mempunyai fiulgsi dan tugas (a)

menarnpulg dan menyalurkan aspirasi masyarakaq (b) membahas dan merumuskan pemikilan

arah pengembangan penyelenggaraan perumahan da-n kawasan permukiman; (c) meningkatkan

peran dan pengawasan masyarakat; (d) memberikal masukaa kepada Pemerintah; dan'/atau (e)

melalo:kan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan da'n kawasan

permukiman.
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BAB V
JAIYGKAUAN ARAE PENGATURAN DAN RUANG LINGKTJP

A- Ruang Lirgkup Materi Muatan

RuaDg lingkup maieri adalah jangkauan materi petrgatuan yaDg khas yang dimuat dalam

Raperda pemtaan perumahan kumuh dan permukiman kurnuh, yaug meliputi mareri yang boleh

dan materi yang tidak boleh dimuat dalam Rancangan Peratuan Daerah' Jadi, yang dimaksud

dengao materi muatan baik meogenai batas maleri muatan maupun lingkuP materi muata''

Ruang lingkup mareri Rancatrgan Peratura.! Daerah tentang Penataan Perumahan Kumuh

dan Permukimatr Kumuh Kota Su'abaya meliputi :

1 . Iciteda daD tipologi perumahan kumuh dan pemukiman kumuh;

2. Pencegahan terbadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman

kumuh baru;

3. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukimao kumuh;

4. Penyediaan tanah;

5. Pendanaan dan sistem pembiayaar;

6. Tugas dan kewajiban pemerintah daerah; serta

7. Peran masyarakat dan kearifan lokd.

B. Kerangka Raperda Tetrtang Perataan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Matei muatan Peraturan Daerah tentang pemmahan kumuh dan permukiman kumuh'

sebagaimara diamanatkan Pasal 156 a:Yar (3) dan ayat (4) tru PDRD, tidaklah menunjukkan

pengelompokaa materi ke dalam bab-bab Materi Pokok yang Diatur atau ke dalam Kerangka

Perabran Daerah. Pengelompoka.n rersebrlt mesti mengacu pada Teknik Pennrsunan Peraturan

Perundang-undangan, angka I dan angka 43 (Yide Pasal Pasal 44 ayar (2) UU P3), mengenai

kerangka Peraturan Pemndang-undangan dan Pengelompokkan batang tubuh Peraturan

Perundang-'.rndangan, Yakni:

a. Judul.

b. Pembukaan.

c. Batang Tubuh:

1) Ketentuar Umum

2) Materi Pokok Yang Diatur'

5) Ketentuan Penutup.

d. Penutup.

e. Penjelasan (ika diperlukan)

I Lampiran (ika diperlukan).
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C. Materi Muatan Raperda Perumabatr Kumuh Dan PermukiBatr KumDh

Berdasarkan keteDtuan-keteDtuan tedang materi mrratan Peratumn Daerah tentang

PeDataan p€ruDahaD dan permukiman kumuh Daerah beldasa*atr Pasal 156 ayat (3) dan ayat

(4) UU PDRD dao Keraqka Peraturan PerudaDg-undangan dan pengelompokkan batang tubuh

sesuai Teknik PenyusuED Peraturan Perundang-undangaq angka I dan angka 43 (vide Pasal

Pasal 44 ayat (2) UU P3), serta Bertuk RancaDgan Peraturan Daemh Kabupaten/Kota, maka

mated muata-o Raperda Penataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dirumuskan

dalaE aoatomi batang tubuh sebagai b€rikut:

1. Judul
Pedoman angka 2, 3, dan 4 TP3 mengatur bahwa Judul Peraturan Perundang'undangan

memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengmdangan atau penetapan, dan nama

PeEturan Perundang-undangan. Setanjutnya, Nama Peraturan Penurdang-undangan dibuat

secara singkat darr mencerminkan isi Perctu ian Peiuadarrg-uDdaigan, dair Judul dirdlis

seluruhnya deogan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa dial"hiri tanda baca'

2. Pembukean

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum nama jabatan

pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan fiase DENCAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengaa huruf kapital yang diletakkan di tengah

marjin.

a. Konsiderans

Ketentuan angka 16, 17, dan 18 TP3 disebutkan ba}wa Koosiderais diewali dcngan kata

Menimbang. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi

latar belakang dan alasan pembuatan PeBturan Perundang-undangan Pokok-pokok pikiran pada

konsiderans Undang-Undang atau pemtuJan daelah memuar unsur lilosofis, vuridis, dan

sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya

Peraturan Daerah K-ota Surabaya tentang Penataan perumahan daur permukiman kumuh

Daerah memuat Konsiderals:

a. bahwa dalam rangka pemulgutan Penataan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yartg

efisien dan efektif berdasarkan prinsip demokasi pemerataan dan keadilan, peran serta

masyarakat dan akuntabilitas, pcrlu dilakukan pengaturan Penataan perumahan kumuh da-n

permukiman kumuh,

b. bahwa Penataan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemeriniahan daerah;

c. balrwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Penataan perumahan dan

permukiman kumuh Daerah mengamanatkan pengaturan Penataan Perumahan kumuh dan

permukiman kumuh;
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d. berdasarkan penirnbangaa sebagaimaua dirnaksud dalam huruf 4 huruf b' dan hunrf c perlu

membetrtuk Pelaturatr Daemh tetrtarg PeDataaD perumaban dan permukiman kurnuh;

b. Dasar Eukum

KeteDtu.an engka 25,26, dal 27 disebutkan bahwa dasar hukum diawali dengan kata

MetrgiDgat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatao Peraturan Penmdalg-

undangan dan Peraturatr PeruDda4-uldaogaD lang memerintabkan pgmbuata[ Peratuan

PerundaDg-undangao tersebut. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar

hukum haoya Peraturao PerundanguDdaogan yang tingkatamya sama atau lebih tinggi Dasar

hukum Perahnan Daerah Kota Surabaya tentang Penataan perumahan dan permukiman kumuh

Daerah:

l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Swabaya Dan

Daerah Tingkat II Suabaya dengal mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

tentang Pembem kari Daerah-Daelah Kura Besai Dclar'r Lingkungaa Fropinsi Jawa

Timur/Jawah Tengah,/ Jarra Baiat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta

2. Undang-Und8lg Nomor 10 Tahun 2004 teotang Pembentukan Peratuan Perundaog-undangan

(Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4339.

3. Undang-Undaag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 44 37) sebagaimana telah diubah bebempa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 59

Tahrm 2008, Tambahan Lembaran Negam RepubJik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undalg Nomor I Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permuhman

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia N omot 5222);

5.PeraturanPemerintahNomol38Tahun200TtentangPembagianUrusanPemerintahanAntala

Pemerinlah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten4(ota(Lembamn Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tah'Jn 2014 tentang RTRW Kota Surabaya

Tahun 2014-2034.

3. Batang Tubuh

3,1. Ketentuan Umum

Pedoman angka 74 TP3 (vide Pasal 44 ayat (2) UU Pl) Ketentuan umum berisi:
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a. Batasan petrgertian atau definisi;

b. SiDgkatan atau ahodm yang digunakan dalam pemturcn;

c. tlal-hal lain yang besifat umum yang berlaku bagi pasat-pasal berikutnya antam lain

ketentuan yaog mencermiokan asas, nakzud dan tujuan

Pedoman angka 80 T?3 (vide Pasal 44 ayat (2) lru P3) meneDtukan jika suatu batasa!

pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketetrtuan umum suatu Peraturan

pelaksanaan, maka nrmusan batasatr p€Dgertiao atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan

harus sama dengan rumusan batasao peryertian atau defitrisi yang terdapat di dalam peraturao

lebih tinggi yang dilaksanakaD tersebut.

KetenhEn Umum berisi pengertian atau definisi, si4katan atau akrcnim, dan hal-hal lain

yang bersifat umum, yang berlaku bagi pasatpasal di dalam RUU Perumahan dan Permukiman'

Adapun bebeEpa definisi yang digunakan adalah:

1. Daerah adalah Kota Suabaya

2. Pemerintah Daerah adalah Pemedntah Kota Surabaya

3, Walikota adalah Walikota Suabaya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota

Surabaya.

5. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota yang tugas dan fi:ngsinya membidangi

pembinaan perumahan dan kawasan Prmulciman

6. Setiap crang adalah orang perseorangan atau badan huk'-rm

7. Badan Hukum adalah badan hukum yang didinkan oleh warga Negara Indonesia yang

kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

8. Penataan adalah kegiatan mengatur dan menata dalam suatu susunan yang sistematis

dengan memperhatikan tujuan, bentuk dan manfaat

g.LingkunganHutrianadalahbagiandarilingkunganhunianyangterdirialrlslebihdarisatu

satuan perumahan yang mempunyai Prztsarana, salana, utilitas umun, serta mempunyai

penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkolaan atau kawasan perdesaa'1

10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik

berupa kawasan perkotaan maupun perdeszran, yang berfungsi sebagai Iingkungan tempat

tinggal alau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupaa dan

penghidupan.
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11, Permukiman adalah bagran dari lingkungao hunian yang terdiri atas lebih dari satu

kesatuan penmahan yang mempunyai prasamna, saftu4 utilitas umum, serta memprEyai

pcnurrjang kegiatan fi[gsi lain dikarrasan perkolaan dan kawasan perdesaan.

Perunahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari peEDukiman, baik pe*otaaD

maupun perdesaaa, yang dilengkapi dengan prasaran4 saran4 dan utilitas umum sebagai

hasil upaya pemeouhan rumah layak hutri,

Rumah adalah bangurwr gedung yang berfungsi sebagai teDpat tinggal yang layak buni,

safiua pembinaan keluarg4 cerminan harkat dan ma abat penghuinya, serta asset bagi

pemiliknya.

PeDyelenggaraan Kawasan Permukiman adalah kegiatao perencanaan, pembangunan,

pemanfaatan, dan pengendalian. termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan,

pendanaan daD sistem pembiayaan, serta perar masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Rumah Komersial adalah rumah yallg diselenggarakan dengan lujuan mendapatkan

keuntungan.

Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggankai ullhrk memenuhi kebutuhaa khusus.

Rumah Negaia adalah rumah yang dimiliki Negara dan/atau peme ntah daerah befingsi

sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang

pelaksaraan rugas pejabat dan / alau pegawai negeri.

Ilunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara

berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan pJmah deret antara

rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun

antara nunah susun umum dan rumah susun komnersiai.

Rumah Kumuh adalah mmair yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan,

tingkat kepadatan baigunaJr yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana da.r prasarana

yang tidak memenuhi syarat.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fl[rgsi sebagai

tempat hunian.

12.

13.

14,

15.

20.

21.

,,

16.

17.

18.

19.
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26.

23, Permukiman Kunuh adalah permfimaD yang tidak layak hrmi karcna ketidak teratuan

bangunan, tingkar kepadatan bangunan yang tinggr dan kualitas banguDan serta sarana dan

prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Kawasan Sirp Banguu adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan

utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan linglongan hmian skala besar

sesuai rencana tata ruang.

Lingkungan Siap Bangun adatah sebidang taoah yang fisiknya serta prasarana, saran4 dan

utilitas umumnya telah dipe$iapkan untuk pembanguuan perumahan dengan batas-batas

kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap baagun sesuai dengan rencana

rinci iata ruang.

KoEsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalan usaha penyediaan tanah

rmtuk kepentingan pembangunan perumahan dal permukiman guna meningkatkan kualitas

lingkungao dan pemelihalaan sumber daya alam dengan partisipasi aktifmasyarakat

24.

27. Pendanaan adalah penyediaal sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran

pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan beLanja daerah, dan-/atau sumber

dana lain yang dibelanjakan tmtuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

sesuai dengan ketentuan pemturan pemndaJtg-undangal.

28. Pembiayaan adalah setiaP penerimaan yarg perlu dibayar kembali dai/atau setip

pengeluaran yang akan ditedma kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan

maupun sumber dana laimYa.

29. Praserana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar

tertentu untuk kebutuhan benempal tinggal yang layak. sehat, aman' dan nyaman'

30. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan huniirn yarg berfungsi untuk mendukung

penyelenggaraal dan pengembangan kehidupan sosial, budaya,dan ekonomi-

31. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkup keselamatan,

ganguan hunian-

32. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yarg selanjutnya di singkat MBR adalah masyarakat

yang mempruryai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah

daerah untuk memperoleh rumah
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33.

34.

Aralisis MengeDai Dampak Lhgkungan Hidup, yang selanjutDya disebut Amdal, adalah

kajiao mengenai dampak penting ssuatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan teorang

peoyelenggaraan Usaha dar/atau Kegiatao-

Upaya PeDgelolaan Lingkungan Hidup dan Upayt Pemantauatr Lingkurgatr Ilidup,

yang selanjutnya disebut UKI-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha

daD/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang

diperlukao bagi proses pengarnbilan k€putusan teotang penyelenggaraan Usaha daD/atau

Kegiatan.

Gubernur adalah Gubemur Jawa Timur

PemeriDtrh Pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden darl oleh mefleri-menteri

neganl.

37. Masyarakat adalah sebuah kelompok individu yarg mengatur, mengorganisasikan, dan

mengikuti suatu cara hidup (the way life) tertentu. Dalam hal ini masyarakat adalah

Masyarakat kola Surabaya

Pencegahan adalah pencegahaa adalah proses, cara, tindakan mencegah alau tindakan

menahan agar sesuatu tidak tedadi.

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan me)alui upaya-upaya

secara sadar dan terencana-

Menteri adalalt jabatan politik yang memegang suahr jabalaD Publik siginifikan dalam

pemerintah

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Izin M€ndirikaE Bangunan GMB) adalah pedzinan yang diberikan cleh K€Pala Daerah

kepada pemilik bangunai unhrk membangun baru, mengubah, menlperluas, mengurangi,

darL/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis

yang berlaku.

3.2, Materi Pokok yang Diatur
Mated Pokok yang diatur mempakan substansi sebenamya dari Peraturan f)aeraI

dirumuskar secara normatif, yang mengharuskan (kehansan untuk melakukan atau

35.

36.

38.

39.

40.

41.

12.

yang

tidak
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melakukan) atau yatrg membolehkan (kebolehan untuk melakukan atau tidak metakukan).

Pengelompokan Maled Pokok yang diatur.

1. Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

a- Kriteria Pemmahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

Kdteda yang digunakan untuk rnenentukan kondisi kekumuhan pada suatu

perumahan dan permukimao sebagai beikut :

I ) Kdteria Kekumuhatr Bangunan Gedung

(a) BaDgunan gedulg tidak teratu;

(b) Balgunan gedung memiliki kepadatan tinggi tidak sesuai dengan RTR;

(c) Bangu.narl gedung tidak memenuhi persyaratan teknis.

2) Kdteria Kekumuhan Jalan Lingkungatr

(a) Jadngan jaian iingkr-rngan tidali rnelayani sehuuh iirtgkungan perumahrur al-:ru

pemrukiman;

(b) Kualias permukaan jalan lingkungan buruk.

3) Kriteria Kekumuhan Penyediaan Air Minum

(a) Sumber air baku terlindungi tidak terpenuhi baik melalui JP mauPun BJP;

(b) Kebutuhan air minum setiap individu tidak terPenuhi sesuai standar yang berlaku'

4) Kriteria Kekumuhan Drainase Lingkungan

(a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehiogga

menimbulkan genangal;

(b) Kualitas konstruksi &ainase lingkrmga.n buruk

5) Kriteria Kekumuhan Air Limbah

(a) Sistem pengelolaan air limbah tidak memadai;

(b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

6) Kriteria Kekumuhan Persampahan

(a) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;

(b) Prasarana dan sarana persampalan tida& memadai.

7) Kriteria Kekumuhan Kebakaran

(a) Sistem pengaDlanan aktif & Pasiftidak tersedia;

(b) Pasokan air pemadam tidak tersedia;

(c) Akses mobil darnkar tidak memadai;

b. Tipologi Perumahan Kumuh dan PermukimaD Kumuh

Tipologr Perumahan Kumuh dan Permukimar Kumuh merupakan pengelompokan

penrmahan kumuh dan Pemukiman kumuh berdasarkan letak Iokasi secara geografis

DrafNaskah Akatlemik Raperda Penataan Perumohan KumuhlPermukiman Kumuh 39



sebagai berikut :

1) PeruEahan KuDuh daa Pemukirnan Kumuh di baDtaran suogai

2) Perumahan Kumuh daa Permukiman Kumuh di bantardo rcl kercta api

3) Perumaban Kumuh dan Permukimau Kumuh di lokasi makam umum

4) Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi pantai

5) Perumahatr Kumuh dan Permukiman Kumuh di perkampungan

2. Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumub dan PermukitnaD

Kunuh Baru

Secara umum pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan

permukiman kumuh baru meliputi : pengawasan dan pengendalian serta pembeldayaan

rrrasyarakat. Pengawasim dan pengeudalian untuk orenjar,ria kesesuaran pcnalaal]. perunahan

dan permukimar kumuh deDgan RTRW.

Pemberdayaan masyarakat melalui pendarnpingan dan pelayanaa informasi pendampingan

dimaksudkan untuk meningka&an kapasitas masyarakat melalui pembenhikan dan peningkatan

kapasitas kelompok swadaya masyarakat. Adapwr pelayanan informasi merupakan kegiamn

pelayanan kepada masyamkat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan

peperumahanan kumuh dan permukiman kumuh. Pendaanpingan dilakukan melalui penyuluhan'

pembimbingan dan bantuan reknis. Penluluhan adalah kegiatan untirk memberikan informasi

dalam meningkatakan pengeta.huan dan kesadaran masyamkat terkait pencegahan terhadap

tumbuh dan berkembangnya peperumahanan dan permukiman kumuh. Pembimbingaa adalah

kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara ultuk mengerjakan kegiatan

atau hal terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkernbangnya perumahan kumuh dan

permukiman kumuh. Bantuan teknis adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dai'/atau

pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang bersifat teknis. Sedangkan pelayanan

informasi merupakan kegiatan pelayanan kepada masyajakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal

terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh'

3. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukimar kumuh dilalukan

dengan cara penetapatan lokasi di lokasi pola penanganan.

Penelapan lokasi dilakukan dengan cara indentifikasi lokasi, Penilaian lokasi dan legahsasi

penetapan lokasi.

ldentifikasi Iokasi berkaitan dengan :

a. Permukiman
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b. Permasalahan kekumuhan scsuai dengan kireria

c. Legalilas lahan teDtatrg sttaus kepemilikao

d. PertimbaogaD non fisik meliputi nilai strategis tokasi, kepadatan penduduk dan kondisi

sosial ekonomi.

Adapun pemberian lokasi be*aitatr deqau titrgkat kekumuhan (ruaogaD, sedang berat)

status lahan (legal,ilegal). Sedatrgkan Penilaian non fisik menetapkan lsiteria reodalL sedaog atau

tinggr.

setelah itu dilalo*an legalisasi oleh walikota atau pejabar yang berwweDang. Adapun pola

penangan dapat dilakukan dengan pemugaran, permajaan dan pengelolaan kembali' Sedangkan

pengelolaan dapat dilakr:kan dengan membennrk kelompok swadaya masyarakat' kegiatan

pemelihaman dan perbaikan.

4. Penyediaaa Tanah

Sesuai kewenangannya pemerintah daerah be anggungjawab atas penyedian tanah dalam

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukimal kumuh Ketersedian tanah

temsauk penetaPannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab

pemerintah daerah. Penyediaan taoah untuk peningkaran kualitas perunaha' kumuh dan

permukirnan kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangman bagi

kepentingan umum.

Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas pe mahan kumuh dan permukiman kumuh

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilalukan melalui :

a. Pemherian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;

b. Konsolidasi tanab oleh pemilik tanah;

c. Peralihan alau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;

d. Pemanfaatan dan pemindaltangan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai

dengan ketenfuan peraturan perundnag-Lrndnagan; dan atau

e. Pendayagunaan tala}l negara bekas tanah terlartar.

5. PendanaaD DaD Sistem Pembiayean

Peldanaan dimaksudkal untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan

peningkatan kualitas penunahan kumuh dan pemukiman kumuh' Pendanaan merupakal

tanggung jawab pemerintah daerah dan dapat tlifasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah

prcvinsl

Adapun Sumber dana berasal dari :

a Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN)

b. Anggarai Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
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c. Sumber Dana Lain Yang Sesuai Dengan Ketentua.tr Persturan Perundang-undangan

Sistem pembiayaan ya.ng dibutuhkaD dalam Bngka pencegahan dan peningkaran kualitas

peruoaban kunuh dan pemuki.Ean kumuh dirumuskan dalam rencana penalganan yang

ditetapkan dalam peraturan walikota.

6. Tugas rlan Kewajiban Pemerhtah Deerah

Pencegahan dan peoingkaian kua.lilas terhadap peruEahaD L:umuh dao pernukiman kumuh

wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Pencegaban dilalrukan dengan cara koordioasi

dengan pemerintah dao peroerintah provinsi.

a. Tugas Pemerhtrh Daerah

1) Merumuskaa kebijakan dan stategi serta rencana p€mbangunan terkait pencegahan dau

peningkatan kualitas perumahal L-umuh dan permukiman kumuh

2) i4etakr:kan suwei dan pendaraan skala mengenai lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh

3) Melalo:kan pemberdayaaa kepada masyamkat

4) Metakukan pembangunan kawasan permukiman serta samna dan plasarana dalam upaya

pencegahan dan peningkatan kualitas penunahan kunuh dan permukiman kumuh

5) Melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyaraka!

khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpelghasilan re[dah

6) Memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan

masyarakat berpenghasilan rendah

7) Melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas

perumaha-n kumuh dan permukiman kumuh

b. Kewaiiban Pemerintah Daerah

Kewajiban Pemerintah Daerah Meliputi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

1) Kewajiban Dalarn Pencegahan

a) Kewajiban pada Talap Pengawasan & Pengendalian

Melaksanakan pengawasan & pengendalian terhadap kesesuaian:

(1) PeiziDan pada talup perelcanmn

(2) Siandar teknis pada tahap pembangunan

(3) Kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan

b) Kewajiban pada Tahap Pemberdayaan Masyarakar

(1) Memberikai pendampingan kePada masyarakat utk meningkatkan kesadaran dan

PartisiPasi

(2) Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata

ruarg, perizinan dan standar teknis
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2) Kewajiban Dalam Peningkatao Kuatitas

a) Kewajiban pada Tahap Penetapan Lokasi

(l) Melakukan identifikasi lokasi melalui survei lapangan melibatkan masyarakat

(2) Melalo*an penilaian lokasi sesuai kiteria yang t€lah ditentuka!

(3) Melahrkan penetapan lokasi melalui keputusan kepala daerah

(4) Melalrukan peninjauan ulang terhadap ketelapan lokasi setiap tahun

b) Kewajiban pada Tahap Pola PeDangaoaD

(1) Melahrkan perencarvuu pemtrgaoao

(2) Melalcukan sosialisasi dao koNultasi publik hasil perencanaan penanganan

(3) Melaksanakan penaogamn Pola-Pola pemugaran peremajaaq dan/atau

pemukiman kembali

c. Kewajibatr pada Tahap PengelolaaD

(i) Melakuha pemberciayaan kepada masyarakat uffuk membangulr paflisipasi

dalam penge!olaan

(2) Memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya

masyarakat

(3) Memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya

pemeliharaan dan perbaikan.

3) Pelaksana Tugas dan Kewajiban

a Pelaksanaan nrgas dan kewajiban Pemerinlah Daerah, dilakukaa oleh SI(PD

sesuai Kewenangan

b. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi da,-r sinkronisasi program antar SI(PD

c. Koordinasi dan sinltonisasi progam dilakukan melalui pembentukan tim

koordinasi tingkat daerah

d. Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah

provinsi dalam melaksanatan tugas dan kewajibamya

7. Peran Masyarakat dan Kearifatr lokal

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kunuh

wajib dilakukar oleh setiap orang. Oleh karena itu harus melibotkan perar masyarakat

dengan keanfan lokalnya.

a) Peran Masyarakat I)alam Pencegahan

1) Peran Masyarakat Pada Tahap PengawasaD Dan PengeDdalian

a) Berpartisipasi menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan

permukimal pada tahap perencanaan serta turut membantu pemedntah daerah dalam

DrafNask1h Akode/nik Roperda Penaiaan Perumahan Kumuh/Petmuktman l''lmuh 43



petrgawasan dan peugendalial kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan'

perumahan dan permukinan di lingkungannya

b) Beryartisipasi meujaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan

permukiman pada hap pembaDguao serta turut Eembaltu peEerintah daerah dalam

peDgawasaD dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan'

perumahan dan permukiman di lingkungannya

c) Berpatisipasi menjaga kesesuaian kelaikaD fiEgsi dari bangunan, perumahan dao

permukiman pada tahap pemanfaataq se a turut membantu Pemerintah daErah dalam

pengawasao dan pengendalian kesesuaian ketaikan firngsi dari pemadaatan banguna4

perumahan dan pemukimao di lingkungamya

2) Peran Masyarakat Pada Tahap Pemberdayaatr Masyarakat

a) Berpa isipasi dalam berbagai kegiatan penyuluhao, pembimbingan, danlatau bantuan

teknis yang dilakuka.: oleh PernerirrtaL, pemerinBh provinsi dar"atau pemeimiah

daemh untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan

terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh

b) Memanfaatkan dan tuut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh

Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata

ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman seta p€mberitaan hal-

hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

b) Peratr Masyarakat Dahm PeDingkatan Kualilas

1) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi

a) Partisipasi aktif pada rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

b) Pemberial pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap

penentuan krite a dan indikator

c) Patisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh, dengan mengikuti survei lapangan atau memberikan data dan informasi

yang dibutuhkan

d) Penyampaian keberatan terhadap hasil penetapan daflar lokasi

2) Peran rnasyarakat dalanr proses studi dan perencanaan

a) Berpartisipasi aktifdalam rapat pembahasan studi dan perencanaan

b) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap

rencana aksi dan rencana pembjayaan

c) Memberikan komitmen dalam rencana pembiayaaa berupa partisipasi dalam

pembiaYaan s wadaYa

d) Menyampaikan keberatan terhadap hasil penetapan rencana Penangarao

3) Peran masyarakat dalam pros€s pelaksanaan petranganan
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a) Mernbantu menjaga ketertiban dalam pelaksaoaan Petranga[an

b) Berkontribusi dalam pelaksanaan peDangaDan, baik berupa dana, tenaga mauprm

matedal

c) Membantu dalam PetryediaaD lahao

d) Mencegah perbuatan yang daPat menghambat atau menghala[gi pelaksanaan

penanganall

e) Metaporkan perbuatan tercebut , kepada instansi berwenang

fl Melaporkan segala benhrk penyelewengaD yang tedadi

g) Melakukan gugatan ganti rugi terhadaP berbagai bentuk kerugiaD yang dideiita

h) Mengaj"ka. gugatan perE?kilan terhadaP ploses pelaksanaan penargawu yang

mengganggu, memgikan dan/atau membahayakan kePentingan umum

4) Peran masyarakat pada tahap pengelohan

a) ParlisiPasi akif paria Pembel ui(ar darr operasioualisasi kelor:^rpok swadaya

masyfiakat

b) Partisipasi pada pelaksanaan pola kemitraan antara Pemerintah dengan kelompok

swadaya masyarakat

c) Partisipasi dalam rangka pembiayaan swadaya

d) Panisipasi pada upaya pemeliharaan dan perbaikan

e) Panisipasi pada progam pemerintah dalam rangka menjaga kualitas perumahan

dan permukiman secara berkelanjutan

c) Kearifar Lokal
Kearifan lokal merupakan ketentuan atau noma yang mengaadung kebijaksanaan

dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temuru-rl dari

Ietuhur. Pencegahaa dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh yang dilalrukan oleh pemerintah daerah daa setiap oraig Penataan

dilakukan dengan mempertimbangkan keanfan lokal dan tidak bertentangan dengan

ketenfu ar peraturan penrndang-undargan.

9. Sarksi Administrntif, ketentuan. Pidana dan Penyidikan

a. Sanksi Administratil
I) Peringatan tertulis;

2) Pembatasankegiatanpembargunan;

3) Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;

4) Penghentian semertara atau penghentiar tetap pada pengelolaan Perumahan atau

permukiman;

5) Penguasaan sementara oleh pemerintah daerah (sege));
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6) Kewajibaa membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;

7) Pembatasan kegiatan usaha;

8) Pembekuan izh mendirikan balgunaD,

9) Pencabutaa izin mendirikan banguna4

l0) Pembehrao,/pencabutaD surat bukti kePemilikan rurnah;

11) Perintah pembongkarao bangunan nrmah;

12) Pembekuan izin usaha;

13) Pencabutan iziD usahq

14) Pengawasan;

l5) Pembatalan izin;

16) Kewajiban pemulihan fuogsi lahan dalamjatrgka waktu te entu;

l7) Pencabutan iosentif;

18) Pengena.an denda administratif; dan/atau

l9) Penutupan lokasi.

b. Ketentuatr Pidana

1) Ketentuan Pidana Ringan

Tidak memenuhi Perda ini dipenjara maksimal 6 bulary' denda maksimal Rp 50 juta

2) Ketentuan Pidana Sesuai UU-PKP

a) Membangun perumahan dan/arau permukiman tdk sesuai kriteria, spek'

persyaratan, PSU yang dipersyaratkan didenda maksimal Rp 5 M

b) Membangun perumahan dao/atau permukiman di luar kawa'san yang diperuatukan

dipeqjara maksimal 2 tahun / denda maksimal Rp 2 M

c) Membangun perumahan dar/atau permukiman di tempat yg berpotensi dapat

menimbulkan bahaya dipenjara maksimal I tahun / denda maksimal Rp 50 juta

d) Pejabat dengan sengaja mengeluarkar izin yang tidak sesuai dgn fungsi dan

pemanfaatan ruang dipenjara maksimal 5 talua / denda maksimal Rp 5 M

e) Sengaja menolak alau menghalang-halangi permukiman kembali dipenjara

maksimal I tahun / denda nlaksimal Rp l00juta

f) Badan Hukum yong nengalihfungsrkan PSU di lttaL fulgsinya didenda maksrmol

5M

10. K€tentuaD Peralihan & Ketetrtuan Penutup

a KeteDtuan Peralihan

1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen

yang telah ditetapkan atau dileluarkan atau diterbitkai sebelum Peraturar Daerah ini
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ditetapkaD, selama oasih sesuai dengan Peraturan DaeBh ini dinyatakao tetap

berlaku.

2) Deogan berlakunya PeraturaD Daerah itri, maka seEua ketgntuan dan/atau dokuDen

yatrg telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkaD s€betuD Peraturan Daerah ini

ditetapkaD, Damun berteDtangan dar/atau tidak sesuai dengal Peraturan Daemh hi
harus disesuaikan.

Kctentuan Penutup

1) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

2) Agar setiap oratrg metrgetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Daerah

irri deDgan p€rcmpata-onya dalam kmbaran Daerah.
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BAB VI
PENUTUP

A. Rangkuman

Berdasarkan UU PDRD 2009, Kota Sumbaya perlu membentuk Perda tentang Perunaban

kumuh daD permukimaD kumuh sebagai dasar hukun Dalam rangka pembentukan Perda

dimaksud perlu didukung dengan kajian akademik yang hasilnya dituangkan dalarn Naskah

Akademik Raperda Kota Surabaya tentang Perumatran kumuh dan permukiman kumuh

Tiga isu yang perlu dikaji untuk mendapatkan bahan <latam rangka pembentukan Raperda

tentang Perurnahan kumuh dan pemrukiman kumuh a<lalah : 1) Aspek-aspek yang digunakan

sebagai laadasan keabsahan pengatuan tentarg Perumahan kumuh dan p€rmukiman kumub

dalam Peratura, Daerah. 2) Asas-asas yang cligunakan sebagai dasar perumusan norma hukum

tentang Perumahao kumuh dan permukinran kumuh dalam Peraturan Daelah S) Ruang lingkup

materi muatan pengaturan rcntalg Perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam Peratuan

Daerah.

Tiga hal hukum tersebul dikaji dalam perspektifpenelitian hukum (egal research)' dalan

artian menggunakan bahan hukum dan diaaalisis secara hermeneutika hukum' yaitu memahami'

menginterpretasi, dan meoerapkan suatu noma hukum secara bolak-balik antara keselumhan

dan bagian.

Kajian akademik ini memuat landasan Filisofi' Yuridis dan Sosilogis Perumahan kumuh

dan permukiman kumuh adalah bahrva Perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan

somber peodapataa daerah yang penting guna membiayai pelaksaaaan pemerintalan daerah dan

meningkatkan pelayanan kepada rnasyarakat, sehingga pellu pengaturan Pemmahan kumuh daJr

permukiman L:umuh berdasarkan prinsip demokrasi, pemeetaah dan keadilar' pelan serta

masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan Potensi daerah

Asas formal yang menjadi dasar pemmusan norma hukum tentang Penataan Perumahan

kumuh dan permukiman kumuh adalah:

I Asas kejelasan tujuan Pengatuan Penataan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh

bertujuan: (l) memberikan kepastian ientang perumahan kumuh dan pemukiman kumuh'

2 Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tePai' Pengatuan Penataa' Pemmahan kumuh

dan permukiman kumuh dengan Peraturan Daerah

3 Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan Penataan Perumahan kumuh dan

permukiman kumuh harus dengan Peratuan Daerah Adapun materi pokok yang diatur

dengan Petatutan Penataan Perumahan ll_umuh dan permukiman kumuh mengacu pada Pasal

156 ayat (3) dai ayat (4) tru PDRD'

4 Asas dapat dilaksanakan- Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan Perumahan

kumuhdanpermukimankumuhharusmemerhatikanbeberapaaspek:(l)filosofis'yaituada
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jaminan keadilao dalam PEnataan Penrmahan L:umuh dan perm"timan kumuh; (2) yuridis,

adanya jaminan kePasian dalam Pemtaan Perumalan kumuh dan permukiman kumuh,

temasuk substaNinya tidak boleh bertentanga! dengan peraturan perundang-uDdangan yang

lebih tinggi; dan (3) sosiologis, p€ngatunu PeMtaan Perumahan kurnuh dan permukiman

kumuh mematrg dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah kota maupun bagi

masyarakal, termasuk substansinya tidak boleh berteDtangan dengan kepentingan umum'

5 Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Peoataan

Perumahatr kumuh dan pemukiman kumuh memang benar-benar dibutubkan dan bermanfaat

bagi Drasyaiakat.

6 Asas kejelasan rumusa.D. PeEb€ntJkatr P€Iahrian Daerah tentang Pemtaao Perumahan kumuh

dan permukiman kumub sesuai persyaratan teknik penyusuoan peraturan perundang-

undangan, sistematika dan pilihan kata alau t€rminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan

mudab dimengerti, seiringga tidak Inenimbulka! berbagai macarn ifferpretasi Cdaio

pelaksanaannya.

7 Asas keterbukaan. Pembentukan Perah.rran Daerah tentang Penataan Perumaharl k-umuh dan

pemukiman kumuh harus menjamin pMisiPasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin

haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan.

Asas materiil Pembenhrkan Peraturan Perurdang-undangan yang baik, yang menjadi

dasar perumusan norma hukum tentang Penataan Perumalnn kumuh dan pemukiman kumuh

adalah: 1) Asas keadilan. 2) Asas kesamaan 3) Asas kelertiban. 4) Asas keseimbangan,

keserasiarL dao keselarasan. Mengenai asas-asas materiil yang lain, sebagaimana dimaksud Pasal

6 ayal (2) tl'IJ P3, dalam pengatwan tentang Penataan Perumahan kumuh dan Permukiman

kumuh berkaitan dengan kiteda umum, yaitu: l) Kecukupan dan elastik, 2) Adil dan merata

secara vertikal 3) Fleksibelitas administrasi. 4) Keterimaan secara politik, 5) Non-distorsi, 6)

Kemudahan (conleri enc e). 7 ) Ef:Lsiensi (Eflic ien cy).

B, Konklusi

Konklusi yang dikemukakan berikut tidaklah secara eksplisit berkenaan isu hukum yang

dikemukakan dalam Bab sebelumnya. Konklusi semacam ini telah diungkapkan dalam bagian

Rangk-uman di atas Isu hukum tersebut hanyalal sebagai panduan melakukan peneliiian dalam

rargka penyrsruran Naskah Aliademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan

Perunrahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, Adapun konllusinya adalah:

. Kota Surabaya perlu membentuk Perahuan Daeral tentang Penataan Perumalan Kumuh dan

Pemukimaa Kumuh, dengan terlebih dahulu dipelsiapkan konsep arval rancangannya.

DrafNaskth Akademik Rapelda Penatdan Perumahan Kumuh dan Pernukiman Kumuh 19



. Materi muatao konsep awal Rancaogan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang PeDataan

Perumaha Kumuh dan Pemukiman Kuouh berclasarkan pada ketentuan UU No. I Tahm

20'lt.

C. Rekom€Ddasi

Rekomeodasi yarg dapat diajukan dalam rangka pembenn:kan Peraturar Daemh Kota

Surdbaya ieltang PeDataaD PerumahaD Kumuh dan Pemukiman Kumuh, yang diawali denga[

penlrusunao konsep aual rancaogaony4 adalah:

l. Agar diselenggardkao proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memb€rikan

masukan dalam peD)'usuran Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Penataan

Penmahan Kumuh dan Pemukiman Kumu.h, sesuai dengan asas keterbukaan dan ketentuar

tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 53 Undatrg-Undang Nomor 10 TahuD 2004

reDtang Pembetrhrkan Pemtru-dn Perundaug-undangan.

2. Perlu dicermati ketentuan-ketenhLran peraturan peruodang-undangarmya yang terkait dengan

kewenangan Pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Suabaya dalam Penataan Perumalpn

Kumuh dan Pemukiman Kumuh

Dra;f Naskah Akademik Raperda Penataan Perumahan Kumuh dan Perntukiman Kumuh 50


